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I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU 

: Ors. Arif Suki,man, M.H. 

: Ketua Panwaslu Kata Bima 

: JI. Seroja No. I Kelurahan Nae Kota Sima 

: Ir. Khaeruddin M. Ali , M.AP 

: Anggota Panwaslu Kola Sima 

: JI. Seroja No. 1 Kelurahan Nae Kata Sima 

: Asmah, S.Sos 

: Anggota Panwaslu Kota Sima 

: Ji. Seroja No. 1 Kelurahan Nae Kota Sima 

TERHADAP 

: Dra. Nurfarhati, M.Si. 

: Ketua KPU Kota Sima 

: JI. Gajah Mada, Penatoi, Mpunda, Kota Sima 

2. Nama 

Jabatan/Lembaga 
Alamat 

3. Nama 

Jabatan/Lembaga 
Alamat 

Selan ju tnya disebu t sebagai--------------------------------------- Pengadu II; 

Selan ju tnya disebu t sebagai-------------- ----- ------------ ------------------Teradu I; 
;:,,\ 

Selanjutnya disebut sebagai------------------- -------------------Pengadu III; 

"Selan ju tnya disebu t sebagai--------------------- ------------------- Pengadu I; 

Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pengaduan 
Nomor 113/I-P/L-DKPP/2013, yang diregistrasi dengan Nomor perkara 65/DKPP­ 
PKE-Il/2013, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan 
oleh: 

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM 

REPUBLIK INDONESIA 

PUTUSAN 

No, 65/DKPP-PKE-11/2013 

(1.1.J PENGADU 

1. Nama 

Jabatan/ Lembaga 
Alamat 

(1.2] TERADU 

1. Nama 

Jabatan/Lembaga 
Alam at 



i 

2. Nama 
Organisasi/Lembaga 
Alam at 

: Ors. Gufran M.Si. 
: Anggota KPU Kota Bima 

: JI. Gajah Mada, Penatoi, Kee. Mpunda, Kata Bima 
Selan ju tnya disebu t sebagai------------- ---------------------------------Teradu II; 

3. Nama 

Organisasi/Lembaga 

Alam at 

: Fatmatul Fitriah, S.H. 

; Anggota KPU Kata Bima 

: Jl. Gajah Mada, Ke!. Penatoi, Kee. Mpunda, Kata 
Bima 

Selan ju tnya disebu t sebagai-------- ----- - ------------------------------- ----Teradu III; 

4. Nama 

Organisasi/Lembaga 
Alam at 

: Sri Nuryati, S. E. 

: Anggota KPU Kata Sima 

: JI. Gajah Mada, Penatoi, Kee. Mpunda, Kata Bima 
Selan ju tnya disebu t sebagai----------- -------- ---------- --------------------Teradu IV; 

5. Nama 

Organisasi/Lembaga 
Alam at 

: Firman, S.E., M.AP. 
: Anggota KPU Kata Sima 

: JI. Gajah Mada, Penatoi. Kee. Mpunda, Kata Sima 
Selan ju tnya disebu t sebagai---------------------------------------------------Teradu V; 

[1.3] Telah memeriksa dan mempelajari pengaduan Pengadu; 
Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu; 
Memeriksa dan mendengar jawaban Teradu; 

Memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait; 

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala 
bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu. 

2. DUDUK PERKARA 

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU 

[2.1] Bahwa Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan akta penerimaan 
pengaduan Nomor l 13/I-P/L-DKPP/2013, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 

65/DKPP-PKE-II/2013, yang pada pokoknya mengurrukan hal-hal sebagai berikut:o:l 



karena daJam mengeluarkan rcgulc1...,i/:iturnn Pemtlukada tidak dilakukan 
sesuai dcngan rnckanisrrn- P• ngdrnb1l;m l, •. putus.rn sc-pcrt r yang diatur o!ch 
Undang-Undang Nomor r:, Tahun 2011 p,is:;,1] (30) yanu: pengambi!an 
keputusar. KPU, KPU Prov111s1, KPU Kabupatcnykora dilakukctn dalam rapat 
pleno. Dalam ha! mi pengambilan kepu tu san hanya dilakukan oleh Teradu I 
secara sepihak dan otoriter sehingga berakrbai pada lahimya keputusan yang 
keliru; 

2. Sahwa Lidak ada satu pun dari anggota KPU Kota Sima lainnya yang 
melakukan koreksi terhadap kckeliruan Kctua KPU dalam memimpin KPU Kota 
Sima, sehingga lahir tiga keputusan yang keliru dari KPU Kata Sima dan 
menimbulkan masalah dalum penyclenggarnan Pemilukada Kata Sima tahun 
2013; 

3. Sahwa pada Tahap Veriflkasr Syar;•I B.1k.il Pasangan Calon Perscorangan, 
Ketua dan Anggota KPU Kote R1mr1 11d,1k konsrstcn dan udak bcrkcpastian 
hukum dalam mcnctapkan pcrsy.iratan dulrnngan untuk baknl pasangan calon 
perseorangan atas nama: Ir. llj Rr W1cdh1.-1n1n1 dan Muhammad Rum, S.H.; 

dengan tanggaJ 24 Pcbruan 2013. Ak,m tcrapr pada 24 Februan 20 13, KPU 
Kota Sima mengeluarkan Sun-it Pembc,·italnian Vcnfikasi F'aktuaJ dengan 
Nomor: 170/KPU-Kota-017.4.13903/11/2013 dcngnn sifat SEGERA yang 
dirujukan kepada Kctua PPI< clan Kcrua PPS sc-Kota Bima. ls1 surat tersebut 
yaitu: I. Daftar nama pendukung yang mcmbcnkan dukungan harus daJam 
bentuk satu kesatuan yang utuh bcnsr idcnutas pcndukung meliputi nama 
pendukung, nomor KTP/NIK atau idcntitas lainnya, umur/tempat tanggaJ Iahu-, 
alamat, dan TANDA TANGAN atau cap jcmpol pendukung. 2. Ketentuan 

4 

4. Bahwa Setelah menerima syarat dukungan tambahan dari pasangan calon 
perseorangan Ir. Hj. Rr Wicdhiartini dan Muhammad Rum, SH, ditemukan ada 
pemyataan dukungan yang tandatangan pcnclukungnya DITEMPEL pada kolom 
tandatangan, jadi udak cl1t�1ndatangarn lanr,sung dr alas forrnulir Bl­ 
KWK.KPU.PERSEORANGAN. Karena 1111 rncrupakan hal baru dan tidak 
ditemukan pada dokumcn dukungan tahap pcrtama, KPU Kota Sima secara 
tegas memerintahkan kepuda PPS untuk rnrnc-ore-t clan rlaftar dukungan pada 
saat veriflkasi adminislraM \.mg dunul,u p;irla t;mgg�ll 22 Pcbruan sampai 



• 

sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) TJDAK dalam bentuk DITEMPEL 
pada salah satu kolom nama atau nomor KTP/NIK atau idcntitas lainnya atau 
umur/tempat tangga! tahir atau alamat atau tanda tangan/cap jempol 
pendukung dalam formulir 81-KWK.KPU PERSEORANGAN. 3. DaJam hal KPU 
Kota Sima, PPK, dan PPS mcnemukan hal-hal sebagaimana dimaksud pada 
angka 2 (dua), maka syarat dukungan DICORET pada saat melakukan 
penelitian administrasi dan tidak dilanjutkan pada penclitian faktual. 4. Apabila 
Komisi Pemilihan Umum Kora Ihrna. PPK, dun PPS mcncmukan ha! 
sebagaimana dimaksud pnd.r c1ngk.i (satu). duemukan daftar nama 
pendukung yang membcrikan dukungan datam bentuk TEMPELAN dan dalam 
bentuk satu kesatuan yang utuh da!arn satu (1) lajur dari kiri ke kanan bensi 
identitas pendukung meliputi nama pendukung, nomor KTP/NIK atau identitas 
lainnya, umur/tempat tangga! lahir, alamat, dan tandatangan atau cap jempol 
pendukung, maka syarat dukungan dianggap sah secara administrasi dan 
dapat dilanjutkan pada penclitian fuktual, 

5. Bahwa atas dasar surat dcngan Nomor: I 70/ KPU-Kota-017.43390::l/ 11/2013 int, 
PPS yang sudah memasuki TAHAPAN verifikasi faktua] kemudian mencoret 
seluruh dukungan yang D!TEMPEL; 

6. Bahwa karena ada protes dan Tim bakal pasangan calon Ir Hj. Rr. Soesi 
Wiedhianini dengan Muhammad Rum, S.H. pada Kamis tanggal 28 Febr-u ari 
2013, maka keluar lagi su rut dan KPU J<ot;1 Sima dcngan nomor 203/l<PU­ 
Kota-O l 7.433903/111/2013 tcrtnngga! I Maret 2013 Si fat AMAT SEGERA perihal 
Pemberitahuan yang ditujukan kepada Ketua PPK clan PPS se-Kota Sima 
tentang verifikasi syarat dokumcn dukungan tambahan pasangan calon 
perseorangan yang ditandatangani dan/atau clifotocopy lalu DITEMPEL. Hasil 
rapat pleno KPU pada saat proses vcrifikasi faktual sudah berjalan selama 
empat (4) hari, memerintahkan agar mcmfaktualkan kekurangan jumlah 
dukungan yang wajib dilengkapi olch bnknl pasangan calon pcrsecrangan 
Walikota dan Wakil Watikorn Bima tuhun 2013 dcngan idcn tn as pendukung 
meliputi nama pcndukung. Nomor I\TP/Nlh: atau rdcrnnas lamnya, tcmpal 
tanggaJ lahir/umur, alamat clan tantangan/cap jcmpol pcndukung, terutama 
berisi tandatangnan yang DITEMPEL ddn/at.1u d1fotocopy lalu DITEMPEL. !tu 
berarti PPS harus mcvcrifiknsi raktual tand,.tangan tcmpcl yru,g scbclumny:)/. 
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sudah dicoret karena diHnggap lidak rru-menuh! syarat adrninistrasi saat 
dilakukan verifikasi admimsu-asr. Arunya, dukungan yang suclah dicorct dan 
dianggap tidak sah menjadi sah c!an h.u-us drvcrifikasl faktual; 

Bima; 

7. Bahwa keluarnya surat ckngan nornor 203/KPU-Kota-017. 433903/111/2013 
telah menyebabkan terganggungnya 1'AHAPAN pem1lukada, karena persyaratan 
adrninistrasi dukungan yang dltempel yang sudah dicoret oleh PPS pada saat 
verifikasi administrasi dan sejalan dengan surat nomor 170/KPU-Kota- 
017.433903/1!/2013, divenfikas1 ulang kemba!i. lru menyebabkan terjadinya 
kebingungan penyelenggara Pemilukacla di tingkat bawah dan mcnyebabkan 
TIDAK adanya KEPASTIAN HUl<UM dalam pcnyelcnggaraan PEMILUKADA Kota 

8. Bahwa dokumcn dukungan vang sudah drcorct, divcrifikasi-faktuaJkan lagi 
sehingga memakan waktu dun dilakukan di luar jadwal TAHAPAN yang sudah 
ditetapkan scndiri olch KPUD Kata Bima. PPS tcrpaksa mclakukan verifikasi 
administrasi ulang pada tanggal I Maret 20 13, padahal saat itu harusnya 
verifikasi faktual sudah berjalan sejak 25 Fabruan 2013; 

9. Bahwa pat ut diduga, Kctua KPU Kota Bima mcmbuat kcscpakatan dengan tim 
pemenangan bakal pasangan calon yaitu dcngan mcmmta Ketua Tim Sdr. 
Ahmad, B.Sw untuk mcnanclatangani pcrnyataan bahwa jika ditemukan ada 
tandatangan TEMPEL yang tidak sesuai dan tidak diakui saat verifikasi faktual 
seketika rtu juga seiuruh tand,1tang.:in TEMPEL udak diverifikasi faktual 
seluruhnya, tctapi hal ini jug;1 udak dilaks;:m,1k.1n olch Ectua dan Anggota KPU 
Kata Bima; 

10. Bahwa menyikapi laporan dan tcmunn tcrscbut , Panwaslu Kota Sima 
kemudian memanggil para pihak yanu terlapor dan pelapor u ruuk melakukan 
klarifikasr pada tanggal 5 Maret 2013, untuk mendapatkan penjelasan 
berkaitan dcngan masalah inkonsistcnsinya TERADU I dan TERADU ll dalam 
mengeluarkan aturan; 

ayat (I) huruf a; 

dan jajarannya untuk tidak mc!o!oskan tandatangan yang DITEMPEL, karena 
itu bertentangan dengan amanat Pcraturan KPU Nomor ') tahun 2012, pasal 34 

.)!, 

11. Bahwa Panwaslu Kata Sima, scjak awe! sudah mcngmgatkan para TERADU 



' 

12. Bahwa hasil klarifikasi dengan Ketua Tim Pemenangan Sakal Pasangan Calon 

Ir Hj. Rr. Soesi Wredhiartini dcngan Muhammad Rum, SH atas nama Ors 

Ahmad, B.SW bahwa surat nomor 203/KPU-Kota-017. 433903/111/2013 keluar 
setelah mereka melakukan protes. Bahkan Ahmad mengaku duelepon oleh 

Ketua KPU Kola Sima untuk datang kc kantor KPU Kota Bima membuat Surat 

Pernyataan. lsr surat pernyataan itu aclalah buhwa tanda Langan yang 
DITEMPEL adalah asli clan pendukung. Dengan dasar nu, TERADU 

mengeluarkan surat nomor 203/KPU-Kota-017.433903/IJl/2013. Setelah Sdr 

Ahmad ke kantor KPUD Kota Sima. dia drsodorkan scbuah Surat Pemyataan 
yang sudah dibu at oleh Ketua KPU Kotn Sima yang siap ditandatangarn. 
Ahmad mengaku langsung menandatanganinya di atas meterai dan distempel: 

13. Sahwa Selain nu , Tim Pcmenangan Sakal Pasion Perseorangan Ir. H. lhsan, 
MM+lr. H. Taufiqurrahman, MT. juga mcloku kan prates karena pada Senta 
Acara Nomor 82/BA/11/2013 ten tang Penerimaan l<ckurangan Jum!ah 
Dukungan Sakal Pasangan Calon Pcrseorangan daJam Pemilihan Umum 
Walikota dan Wakil Walikota Sima Tahun 2013. disebutkan scsuai dengan 
hasil Rapat Picno dan dirundatangam oh-h lima anggota KPU Kota Sima, 
menyebutkan bahwa: Rapat Plcno Kormsr Pcrmhhan Umum Kota Sirna 
menetapkan Sakal Pasangan Calon sebegaunana tersebut di atas yaitu Ir. H. 

lhsan, MM+lr. H. Taufiqurrahman, MT) DINYATAKAN memenuhi syarat untuk 

dilanjutkan pada ta.hap penelitian administrasi dan faktual. Serita acara ini 

merupakan jumlah minimal dokumcn dukungan yang harus diserahkan oleh 

bakal pasangan ca.Jon kcpada KPU Kora Sima. Pada1ah pada lembar 
sebelumnya, yang mereka serahkan hanya 12.823 dukungan dari yang 
seharusnya sebanyak 14.730 dukungan; 

14. Sahwa setelah dilakukan pcmanggilan. Para Tcradu baru hadir pada undangan 
ketiga (terakhir). Namun tidak semuanya mau memberikan klarifikasi. Ketua 
KPU Kata Sima mcnjclaskan kembali scpcrti su rat jawaban mcreka yaitu surat 
dengan nomor: 217/KPU Kota 017 . ..J.13()0.1 /111/2013 dan 221/KPU-Kota­ 
O I 7 .433903/11//20 13. bahwn 1...: PU J...:01 d 81m,1 ber:--.1fc1t kolckttf kolcgrul. schmgga 
bisa diwakilkan, untuk mcmbcnkan klnt-rfik asi , Yang ditunjuk adalah 
Koordinator Divisi Hukum dan Pcngawasan, Fatmatu] Fitriah, S.H. 



15. Bahwa Hasil k\arifikasi ternngkap bahwa lah,rnya surat nomor: 170/KPU-Kota- 
017.433903/11/2013 karcna para TERA DU menganggap tidak jelasnya 
Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012. Sedangkan lahirnya surat dengan nomor 
203/KPU-Kota-017.433903/111/2013 menu rut para TERA DU, untuk 

menyelarnatkan dukungan masyarakat schingga dipandang perlu untuk 

dilakukan verifikasi faktual. Teradu Ill menjelaskan bahwa hal rtu dilakukan 

karena mempertimbangkan asas manfaat mengingat banyaknya dukungan 
dalarn bentuk tandatangan yang ditempcl. Mengenai inkonsistensi dalam 

pembuatan regulasi Para Teradu menjawab bahwa apa yang dilakukan sudah 

sesuai dengan atu r-an , Tctapi kctika duanya apakah paham bahwa melakukan 

verifikasi faktual sama dcngan mcnyatakan tandatangan TEMPEL itu sah 

secara administrasi dan dengan lahimya surat 203/KPU-Kota- 
017.433903/111/2013 berarti bertentangan dcngan surat 170/l<PU-Kota- 
017.433903/111/2013, diaku i nu ada alasannya yaitu bahwa pada ketentuan 

pasal 86 dan 87 (Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012) tidak dijelaskan apakah 
dukungan tandatangan Lempe! uu bisa ditcnma ata u tidak. Terhadap aturan 

yang tidak spesifik tersebut Para Teradu kcmudian menggunakan asas manfaat 

yang bisa menguntungkan pasangan calon, apalagi tandatangan yang ditempel 
itu jumlahnya banyak. Namun dermkian, Para TERADU tidak melakukan 

mekanisme konsultasi kepada KPU di atasnya untuk mengambil keputusan, 
padahal mcreka mcnganggap Pcraturan l<PU Nomor 9 tahun 2012 
mengambang/tidak jclas: 

16. Bahwa kesepakatan yang tcrluang dalarn Surat Pcrnyataan yang 
ditandatangani o\ch J<ctua Ttm Pcrncn.mg.m Ir. IIJ. Rr Wicdhrnrtini-Mul-:ammad 

Rum, SH yaitu sdr Ors Ahmad, B.SW yang diakur dibuat oleh para TERADU 

atas keputusan plcno, juga tidak dikawat saat dilakukan vertfikasr faktual. 

Antara lain pernyataan tcrscbut: Apabila ditcmukan kctidakcocokan 

tandatangan pendukung sebagaimana tandatangan yang ditempel, pada pain 
dua disebutkan: syarat dukungan yang landatangannya ditempe! dihentzkan 
dari verifikasi faktual sect llu juqa. PPS tetap melakukan verifikasi faktual dan 

memperlakukan daftar dukungan ini surna sepcrti dukungan lainnya yang 
tidak bermasalah. Menurut para TERAOU, ha! itu baru akan dihemikan jika 



ada yang keberatan. Padahal fakumya yang kcberatan di lapangan jumlahnya 
ban yak; 

17. Bahwa Dalam mengeluarkan rcgulasi knmpanyc Permlukada Kata Sima, 
TERADU I telah bcr-nndak ccroboh dcngun mcngcluarkan surat keputusan 
seprhak tanpa melalui mckamsmc Plcno vebagairnana diatur oleh Pasal 30 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Trndakan TERADU l menge\uarkan SK 
KPU Kota Sima Nomor 26/1\pts/l(PU-l<ota-O 17.433903/2013 ten tang Alat 
Peraga Kampanye dan Alat Pcraga Kampanye Khusus dalam Pemilihan Umum 
Walikota dan Wakil Walikota Sima Tahun 2013 adaJah bertentangan dengan 
Peraturan KPU Nomor 69 tahun 2009 dan Nnmor 14 Tahun 2010; 

18. Sahwa pada saat pc.netapan posangan bakal calon menjadi pasangan calon 
Pemilkuda Kota Sima Tahun 20 13, diduga tclah tcrjadi pelanggaran yang juga 
dilakukan oleh Kelua dan para Anggola KPU Kota Sima, dengan udak 
membentahukan waktu dan tcmpat pcnetapan tcrscbu t dilaksanakan. Para 
PENGADU yang pada saat bcr aaruaan m.u.rh harus mcngikul1 Simbingan 
Teknis di .Jogjakarta yanu tanggal 22-25 Mm-el 2011, mengu tu s anggota yaitu 
Sdr. Jr. Khairudin M. Ali, M.AP umuk terlcbih dahulu menmggalkan Jogjakarta 
agar bisa melakukan pcnguw.isan tahap pcncmpan pa sarigan calon yang 
dijadwalkan 25 Maret 2013. Kcuka mcnunggu mformasi, kecsokan harinya 
yaitu tanggal 26 Maret 2013, baru mengetahur hal rru setelah membaca media .. 
Ternyata para TERA.DU tc\ah menctapkan bakal pasangan calon menjadi 
pasangan calon, tanpa diawasi oleh Panwaslu Kota Brrna. Panwaslu Kota Sima 
kernudian mcnge!uarkan surat Pcnngatan Nomor 008/PK2/Panwaslukobi/ 
III /2013 tanggal 26 Maret 20 1 3; 

19. Sahwa pada masa kampanyc, para TERADU lagi-lagi membuat regulasi yang 
menguntungkan pasangan calon tcrlcntu clan mcrugikan pasangan calon 
lainnya, dengan kcluarnya Pcr-atur an l'\PU Nomor: .)2/Kpts/KPU-Kota- 
017.433903/20 13 tangga! 20 April 20 13 c!an lamp1rannya Dalam 
mengeluarkan regulusi kampanyc Pcmilukacla Kota Sima, para TERADU 
mengeluarl.an surat kcputu s.an yang rncrurnbulkan masalah. Pasangan nomor 
urut 4 yaitu Subhan, SH-Muhammad Riza (Sun) d1untungkan dcngan 
diberikan jadwal kampanye pcrtcmuan tcrbatas dan dialog sebanyak 3 (tiga) 
kali, sedangkan pasangan Nomor Urut 7 yaitu Pe1Ta Amelia, SE., MM-Ors. 

� 



H.M.Natsir, MM (Fersi) hanya diberikan jadwal l (salu) kali. Lagt-Iagi Panwaslu 
Kota Bima mengeluarkan tcg:uran lisan mclnlur media massa; 

20. Bahwa atas teguran tersebut, KPU Kata Brrna mengubah SK Jadwal kampanye 
menjadi SK Nomor: 33/Kpu.,/J<PU-Kota-017.433903/2013 tcrtanggal 21 Apnl 
2013, surat permakluman nomor 3424 /KPU-Kota.433903/!V /2013, dan 
pemberitahuan perbaikan jadwal kampanye nomor 3428/KPU-Kota- 
17.433903/IV /2013; 

21. Bahwa kenyataan i111 mcnunjukkan bahwa para TERADU te\ah bertmdak 
TIDAK CERMAT dan TIDAK INDEPENDEN sebagai penyelenggara Pemilukada 
di Kota Sima Tahun 2013; 

22. Bahwa pada masa kampanyc Pcmil!han Umum Gubcrnur dan Wakil Gubemur 
NTB, pasangan nomor urut l aras na rna T(;J !. Zamul Majd1-Muhammad Amin, 
SH, berkunjung ke rnmah TERJ\DU I pada suar jadwal kampanye di Kata Sima. 
Saat itu duerima oleh orang Luanya Nurfarb au, yait u KH Gani Masykur. 
Karena ada laporan temuan tcrscbut, PENGADU yang berkoordinasi dengan 
Bawaslu NTB, kemudian mcngundang TERADU untuk klanfikasi dan 
memberikan penjelasan bcrkaitan dcngan kunjungan tersebut. Pada undangan 
klarifikasi yang pertama, TERADU bukannya mcnghadiri undangan 
klarifikasi, tetapi malah mclaporkan para PEN(;ADU kc Polres Sima Kota 
dengan tuduhan perbuatan tidak menyenangkan. Kasus tersebut sampai saat 
ini masih ditangani olch Polrcs Bima Kotu. 1111 jclas mcrupakan tindakan yang 
tidak mencermmkan sebaga, pcnydcngg<:u-a Pcrnitu yang baik, karena 
melaporkan sesama penyc!cnggara Pcmilu kc aparat pcncgak hukum hanya 
karena diundang untuk dirrunta: klanfikasinya: 

[2.2) Menimbang bahwa untuk mcmbukukan dahl-dahlnya, Pcngadu mcngajukan alat 
bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dcngan P-8, scbagai berikut: 

1. 

2. 

3. 

Bukti P-1 

Bukti P-2 

Bukti P-3 

F'otocopy Surat Nomor: l 70/KPU-Kota-017.433903/ 
11/2013, Pcriha! Surat Undangan, 

F'otocopy Surat Nomor: 203/KPU-Kota-O 17.433903/ 
IH/2013, Perihal Pemberuahuan: 

Fotocopy SK Nomor 26/l(pts/KPU-l(ota-O i 7.433903/ 
2013 Tentnug Alat Pcraga Kampanye dan Alat Peraga 
Kampanyr khusus, � 



4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Bukti P-4 

Bukti P-5 

Bukti P-6 

Bukti P- 7 

Bukti P-8 

Fotocopy SK Nomor: 28/Kpts/KPU-Kota-017.433903/ 

2013 Tcntang Pcrubahan Atas Keputusan Komisi 

Pemi\ihan Umum Kora Sima Nomor 26/Kpts/KPU-Kota- 
017.433903/2013 Tentang Alat Peraga Kampanye dan 

Alat Peraga Kampanyc Khusus daJam Pemilihan Urnum 

Walikota dan Wakil Walikota Sima tahun 2013; 

SK Nomor. 32/KPU-Kota-017.433903/2013 Tentang 
Jadwal Kampanye; 

Fotocopy SK Nomor: 33/KPU-l'\ota-017.433903/2013 

Tentang Perbaikan JadwaJ Kampanye; 

Fotocopy Surat Nomor: 025/PK2/Panwasiukobi/V /2013 
Terkmt Penggunaan Striker Sebagai Pengganu Segel 
Pcmilukada Kata Sima Tuhun 2013; 

Fotocopy Laporan Hasil Verifikasu Faktual Dukungan 
Tambahan Calon Pcrscorangan Pcmilukada Kata Birna 

Tahun 201.1, Ca.Jon Wahkcto dan Calon Wakil Wahkota 

Bima: Ir. Hj. R,. Socsi Widhrer tin r dan Muhammad Rum, 
S.H.; 

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU 

[2.3] Bahwa Para Teradu selaku Kctua dan Anggota KPU Kota Bima memberikan 
jawaban atas aduan Pengadu yang pada pokoknya sebagai berikut: 

1. Bahwa setelah Para TERAOU mcmbaca pokok pengaduan yang diajukan oleh 
pihak Pcngadu yaitu " ... pengadu rnenqadukan Ketua don Anggola KPU Kola 

Bima karena tidak tconsisum terkun duk1111yo11 pasanya11 ca/on". 

Pihak TERADU mcmbantah pckok aduan tcrscbut karena, sccara langsung 
maupun tidak Jangsung pokok pcngaduan yang draju kan tidak beralasan baik 
secara hukum lcbih-Icbrh sccara ctika pcnyclcnggaraan Pcrnilu. Artinya pokok 
pengaduan itu tidak berakibat pada pc\anggaran asas-asas pcnyelenggara 
Pemilihan dan kode euk penyclenggara Pcmilu yang karenanya menyebabkan 
terhambatnya atau setidak-tidaknya udak tcrtibnya pclaksanaan tahapan, 
program dan jadwal penyelenggarnan Pe:nilukada Kota Sima tahun 2013. 

'. 



' . 

Justru sebaliknya penyelenggaraan Perrulukada Kata Bima Tahun 2013 yang 
dilaksanakan oleh pihak TERA DU berlangsung aman, tertib, demokratis, juj ur 

dan adil sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilu ; 

2. Bahwa berkaitan dengan pokok pcngaduan sebagaimana angka I di atas, 
Para TERADU mempertegas bahwa pcnydenggaraan Pemilukada Kota Sima 

Tahun 2013 te\ah dilaksanakan scsuai dr-ngan tahapan, program dan jadwal 

sebagaimana tcrmuat da\am Kcputu san KPU Kota Brrna Nomor: 

11 / Kpts/ l(PU-Kota.O I 7.433qo3/20 1 3 teruang Peru bahan Kedua Atas 

Keputusan KPU Kola Sima Nomor: 21/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2012 
tentang Tahapan, Program, dan ,Jadwal Penyelenggaraan Pemihhan Umum 

Walikota dan Wakil Wahkota Sima Tahun 2013. Dan setiap tahapan dari 

kegiatan penyelenggaraan tcrscbut c!ilaksanakan dcngan bcrpedoman kepada 
regulasi-regulasr yang ditctapkan olch KPU, KPU Kata Sima (PIHAK TERADU) 
melalui mekanisme rapat pleno KPU Kata Bima berdasarkan pada Pasal 30 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 ten tang Penyelenggara Pemilihan 
Umum; 

3. Sahwa berkaitan dengan angka I dan angka 2 di atas pokok aduan yang 
diajukan oleh Pihak PENGADU c:.dalah ha.J yang mengada-ada, karena 
sebelum penetapan pasangan calm, walikotn dan W<.1k1l Wa\ikota Bima yaitu 
sebelum masa pencalonan KPU Kota Bima (Pihak TERADUl te!ah menetapkan 
Keputusan tentang syar»t pcngajuan rumlah dukungan bagi calm, 

perseorangan maupun bakal calon yang dwjukan melaJui partai politik a.tau 

gabungan partai politik sebagaimana ductapkan dalam Keputusan KPU Kata 

Sima Nomor: 28.C/Kpts/KPU-Kota.017 433903/2012 tentang Jumlah 

Dukungan dan Jumlah Scbaran Paling Rcndah Pasangan CaJon Perseorangan 
Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sima Tahun 2013 den 

Nomor: 28.D/Kpts/KPU-Kow.017.433903/2012 tcnfang Jumlah Kursi dan 

Jumlah Suara Sah PaJing Rcndah Untuk Pasangan Calon Yang Diajukan 
Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Walikota 
dan Wakil Walikota Sima Tahun 2013. 

4. Bahwa berkaitan dcngan angka 3 khusus tcrkau dcngan syarat dukungan 
bagi bakal pasangan calon pc-scorangan. Prhak TERAOU dalam ha! ini KPU 

� 
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Kota Sima beserta jejarunnyu yaitu PPK dan PPS telah bekerja sesuai dengan 
Peraturan Perundang-undangan yang bcrtaku dan Kcputusan KPU Kota Bima 

Nomor: 35/Kpts/ KPU-Kota. 0 l 7.43390.::\/2013 ten tang Pedoman Teknis Tata 

Cara Pendaftaran, Pcnelitian dan Penetapan Pasangan Calon Perseorangan 
Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sima Tahun 2013 
sebagaimana diubah dengan Keputu sun l<PU Kata Sima Nomor: 
42/Kpts/KPU-Kota.O 17.433903/2013 Ten tang Perubahan Atas Keputusan 
Komisi Pemilihan Umum Kora Sima Nomor: 35/Kpts/KPU-Kota.017. 
433903/2013 Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran, Pene!itian dan 
Penetapan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Walikota 
dan Wakil Walikota Sima Tahun 2013, terutama dalam hal verifikasi 
adrnirustrasr dan faktual; 

5. Bahwa berkaitan dcnga n angka I. 2 . .1 d:111 4 di atas . Prhak TERADU (KPU 
Kata Bima) menolak deng:an togas daht-dah! dan Pura PENGADU, terutama 

pokok pengaduan yang drajukan kccuah hal-hul yang Lelah diaku i secara 
tegas kebenarannya oleh Para TERADU: 

6. Bahwa dalil-dalil dan PENGADU lcbrh banyak mcnyorou pcrsoalan aspek­ 
aspek hukum daripada aspek dugaan pclanggnran kodc etik yang semestmya 
PENGADU harus merinc,kan secara jclas jcnis pelanggaran kode etik itu baik 
dari kapan waktunya, tempat kejadian, dan uraian singkat tentang hal-haJ 
yang terjadi; 

7. Bahwa dalil PENGADU yang mcnyatakan: " ..... dugaan pelanggaran kode etik: 
oleh Ketua dan Anggola KPU Kota Bima, yang berakibcu pada rendahnya 
kuolitas penyelenggaraan Pemilukada di Kola Bima" adalah tidak benar dan 
tidak patu t dikemukakan olch PENGADU scbagai bagian yang imegral dalam 
komponen Penyelcnggara Pcrmlukad., Kora 811na Tahun 2013, atau sama 
halnya PENGADU telah mcmvonis du-r mcrcka sendiri bcrbuat tidak bcnar 
atau tidak melaksanakan tugas dan \vewenang serta kewajiban sesuai dengan 
amanat Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Namm: 15 Tahun 2011 
Tentang Penyelenggara Pcmilthan Umum Jo. Peraturan Bersama KPU, 
BAWASL�, dan DKPP Namor 13 Tahun 2012, Namor l l Tahun 2012, Nomor 
1 Tahun 2012 Tentang Kade Etik Penyclcnggara Pcrmlihan Umum. Dari 
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mana PENGADU me!ihat .ndrkator n:ndahnya kualitas penyelenggaraan 
Pemilukada di Kota Sima? Scmcntarn fakta membuktikan bahwa 

penyelenggaraan Pcrmlukada Kata Brmu Tahun 20 13 adalah bcrkualitas dan 
berjalan dengan l ancar, aman dan damar. Dan satu hal yang pasti bahwa 

siapapun yang berpandangan sccara obycktif dan bij ak akan merulai bahwa 

penyelenggaraan Pemtlukada l<ota 81rn,1 Tahun 2013 adalah berkuahtas. Hal 
itu dapat ditandai dan indik�1tor-1nd1kator scbagai berikut: 

a. Mulai dari proses perstapan sampai dengan pelaksanaan pcmungutan 
suara pada hari Senn, tanggal 1.1 Mei 2013 bcrlangsung dcngan 
demokratis, tcrtib, Iancar dan aman scrta damai secara LUBER dan 
JURDIL; 

b. Angka Partisipasi Pcmilih Pcmilukada Kota Sirna Tahun 2013 adalah 

81,89% {delapan puluh satu koma clelapan puluh aembilan persen); 
c. Pu tu san Pengadtlan TUN Mata ram Nornor 08/Pen.OJS/2013/ PTUN-MTR 

tanggaJ 03 Apnl 2013 atas gugatan pasangan IMAN (Ir. H. Jhsan, MM 

dan Ir. H. Taufiqurrahman, MT) dinyatakan TIDAi< DAPAT D!TERIMA 
dan sudah mempunyar kekuatan h uk um tctap; 

d. Putusan Pengadilan TUN Mataram Nomor l l/C�/20!3/PTUN.MTR dalam 

pcrkara gugatan Pilkadn y;;in� diajuknn oleh pas.angan [MAN (Ir H. 

Ihsan, MM dan Ir. H. Taufiqurrahman MT) tcrhadap Ketua l<PU Kota 

Sima dengan objek scngketu J<cputusan J..:PU l<ota Sima nornor 

18/J<pts/l{PU-Kota.017.433903/2013 1anggal 25 Maret 2013 tentang 
Penetapan Pasangan Calon Walikota clan Wakil Wa!ikota; 

e. Pu tu san Mahkamah Konsutusr Nomor 60/PHPU D-Xl/2013 tanggal 18 

Juni 2013 atas Permohonan Kebcr-uan Pasangan PERS! ynng isinya 
bahwa permohonan tcrscbu r dinyatakan DITOLAJ{ UNTU!{ 

SELURUHNYA dan Pu t u san Ml< Nomor 61/PHPU.D-XJ/2013 tanggaJ 18 

Juni 2013 atas Pcnnohonan Kcbctatnn pasangan BARU yang 
permohonannya TIDAi< DAPAT DITERIMA. Artinya, k.edua Putusan 

tersebut DIMENANGKAN olch KPU Kota Sima sebagai Termohon ; 

f. Terhadap Putusan Pcngachlan TUN Mataram, pasangan calon 

perseorangan IMAN dan ribuan pcnclukungnya clapat rnenenmanya. 
� 



Demikian pula terhadap Pu tusnn Mahkamah Konstitusr, 6 (enam) 
pasangan calon luinnva bcscrta puluhan nbu pcndukungnya dapat 
menerirna. Terbuku clari udak adanya gejolak sosial pasca kcdua 
Putusan tersebut diucapkan; 

lndikator-indikator keberhasilan sebagaimana diuraikan di atas menjadi bukti 
bahwa TERADU telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai 
dengan amanat pasal l O ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2011 ten tang 
Penyelenggara Pemilihan Umum. 

Bahwa atas segala Keputusan KPU Kota Bima tclah melalui mekanisme 
pengambilan keputusan metulu r rapat plc-no dun tclah diuji dan terbukti 
tidak ada cacat yuridis. 

Bahwa fakta-fakta tcrscbut ch atas kctiku ada pihak-pihak yang melakukan 
gugatan di Pengadilan TUN dan Scnpkctn Pcmilukada ell Mahkamah 
Konstitusi tclah mcmbuktikan bahwa kcpu tu san kcputusan yang dihasilkan 
oleh KPU Kota Bima melalui rapat pkno tclah terbukti kebenarannya baik 
secara yuridis formal maupun material. 

Bahwa dcngan mcmpcrhatikan fakta-fakta tcrscbut di atas maka Pcmilukada 
Kota Sima adaJah Pcmilukada yang bcrkualitas. Dcngan demikian dalil 
PENGADU sangat tidak bcralusan sccnru yuridis dan ens sehingga sudah 
sepatutnya DITOLAK atau sctidak nduknyn dmyatakan TIDAK DAPAT 
DITERIMA. 

8. Bahwa dalil PENGADU yang mcnyatakan:" ..... A11ygo1a KPU Kota Bima tidak: 

sacupun melakukan koreksi terhoclap keJ..:elmwn Ke111a KPll clalam memimpin 
KPU Kola Bima, sehingga luhir Ligu keputuscm yang keliru dari KPU Kola Bima 

dan menimbulkan masalah <In/am pC'nyel<'nygaracm Pemilukudo Kola Bima 
tahun 2013', TERADU menyamparkau scbagar bcnku t: 

a. Sebelum Pihak TERADU mcmbantah pcngaduan dari Pihak PENGADU 
terkait tiga Kcputusan KPU Kota Sima yang dianggap keliru 
(dikeluarkan olch pihak TE:RADU), pcrlu pihak TERAOU pertanyakan 
kepada pihak PENGAOU "apa akibat dan 3 [uga] keputusan KPU Kota 
Sima yang dapat dijaclikan sebagai ukuran dan atau alasan dari Pihak 

� 



PENGADU menyampancan aduan seperu yang diadukan Pihak 

PENGADU pada angka 2 dan Kcputusan KPU Kota Bima mana yang 
dimaksudkan itu"> Sebab faktanya penyelenggaraan Pemilukada Kota 

Sima Tahun 2013 bei-langsung te, Lib. Hal tcrscbu t membuktikan bahwa 

perilaku penyelenggara Pcmilu (TERADU) tidak pernah melanggar asas­ 

asas penyelenggaraan Pemilu terutuma asas mandu-i, profesional, 
kepasuan hukum clan tcrtib pcnv clcnggaruan. Dengan dcrmkian Para 

TERADU merasa udnk pcnrnh melnkukan pclanggaran kode euk terkan 

persoalan tersebut; 

b. Berkrutan dengan huruf a di alas, membuktikan bahwa dalil PENGADU 

tersebut adalah tidak benar, karena Ketua KPU Kata Sima (TERADU I) 
tidak pcrnah mcrmmpm KPU Kata Bima secara keliru dan tidak pcrnah 
mengambil keputusan scndm, sehingga Anggata KPU Kata Sima 

(TERADU 11) udak perlu mengareksi atas sesuatu yang ttdak pernah 
terjadi dan tidak pernah clilakukan olch Kctua l<PU Kota Bima {TERADU 
1). Karena pada dasarnya scmua keputusan yang dibuat dan 

dtkeluarkan oleh Pihak TERADU I (Kctua KPU Kota 811na) sudah melalui 

mekanisme pengambilan keputusan -ebagarmana ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan yang ber!aku, bukan atas keinginan clan paksaan 
Ketua KPU Kata Sima (TERAOU I) clan atau sulah sccrang Anggota KPU 
Kota Sima (TERAOU II) saj e; 

9. Bahwa dahl PENG ADU yang menyatakan: � . Tahup venfikasi syarat bakal 
perseorangan, Ketua dan Anggota KPU Kola Bima tidak konsisten dan tidak 
berkepaenan hukum dalam 111ene1apkan persyamtan syaral dukungan untuk 
bakal pasangan ca/on per:-.eorungan atas nama !, . HJ. Rr. Wiedhianini dan 
Muhamad Rum, SH. ..... " dan dah! PEN(IADU yang menyatakan bahwa: 

" ... keluarnya surat dengun nomor 203/ f(J)lf.Kola-017.433903/ Ill/ 2013 tel ah 
menyebabkan terganggunyo tahopun /'"Jl'milukoda .. .'" dapat TERA DU jawab 
sebagar berikut: 

a. Bahwa tidak ada pc\anggaran kodc cuk tcr kau pcrsoalan tcrsebut: 

b. Bahwa bakal pasangan calon pcrscorangan herus didu kung paling 
rendah 10.535Jiwa; � 
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c. Bahwa pada masa perbaikan pemenuhan penambahan syarat dt.:kungan 
{tanggal 15 Februari s.d 21 Fchruan 2013) jumlah dukungan yang harus 
dipenuhi oleh pasangan BARU adalah 5.960 pendukung {dua kali lipat 
jumlah kekurangan dukungan, yanu 2.980 pendukung): 

d. Bahwa pasangan BARU rnenyerahkan jumlah dukungan yang 
ditambahkan sejumlah 7 .246 orang pendukung; 

e. Bahwa berdasarkan Japoran Pnkj a PcncaJonan, ju mlah tandatangan 
pendukung yang diternpcl pad a formulir Model 
81.KWK.KPU.PERSEORANGAN adalah sejurnlah .752 pendukung; 

f. Bahwa KPU Kata Sima (TERADU) sangat konsrsten dan berkepastian 
hukum dalam mcnctapkan pcrsyaratan dukungan untuk bakal 

pasangan calon pcrscorangan. Dan kclu ar-nya kcdua surat terscbut tidak 

bertentangan satu sama lain bahkan saling mendukung/melengkapi dan 
tidak mengganggu tahapan Pemilukada; 

g. Bahwa jadwal ver-ifikus r tambahun dukungan bakal calon perseorangan 
berlangsung ranggal 22 Fcbruari 20 13 sampai dengan 7 Maret 20 13; 

h. Bahwa keluarnya su r-at l(PU Kota Bima Nomor 170/KPU-Kota- 
017.433903/11/2013 Pcrihal Pcmbcritahuan tanggal 24 Febr-uar-i 2013, 
membukukan bahwa Para Pihak TERADU adalah orang-orang yang 
mandrri dan profesional dalam memutuskan hal-hal yang harus segera 
dilaksanakan sccaru tcrtib adrmms u-atif pcnyclcnggaraan. Karena 

berdasarkan fakta admirusu-atir yang dJ\aporkan oleh PPS yang 
melakukan verifikasr adrmmsu-asi dan faktual mulai tanggal 22 Febru ari 

2013 mencmukan dan mclaporkan kcpada KPU Kota Bima (TERADU) 
tentang adanya tandatangan yang ditempel pada formulir Model 

81.KWK.KPU.PERSEORANGAN pada dokumen dukungan tambahan 
calon BARU; 

1. Bahwa berdasarkan laporan clan PPS tcrsebut, KPU Kata Sirna 

(TERADU) mclakukan kajian dan bcrkeyakinan bahwa dokumen 

tersebut dapat diverifikasi faktua\ apabila venfikator menemukan daftar 

nama pendukung yang membenkan dukungan dalam bentuk tempelan 
dan dalam bentuk satu kcsatuan yang utuh dalam satu lajur dart kin ke 

� 
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kanan sebagaimana ketentuan Pasal 86-87 Peraturan KPU No 9 tahun 

2012, dan apabila verifikator mcncmukan sebaJiknya maka daftar syarat 
dukungan tersebut tid ak dilanju tkan pada verifikasi faktual (dicoret 
pada verifikasi admmist rasi]. Sehingga berdasarkan rapat pleno tanggal 
24 Februari 2013, keluarlah Surat !\:PU Kola Sima Nomor: 170/KPU­ 
Kota.017.4330903/11/201.1 perihal Verifikasi Faktual; 

J. Bahwa pasca dikcluarkannya Sui-at KPU Kota Sima Nomor 170/KPU­ 
Kota.Ol 7.4330903/11/201.1 periha! Vcrifikasi Faktual, TERA OU masih 

menerima laporan dari PPS dan PPK scrta verifikator tingkat KPU Kota 
Sima tentang: I) adanya berbagai varian tandatangan tempel pada 
Formulir dukungan dalam Model Bl .l(WK KPU.PERSEORANGAN yang 
sulit digeneralisir dengan hanya ketcntuan daJarn surat KPU Kota Sima 

Nomor 170/KPU-Kota.017.4330903/11/2013 pcrihaJ Venfikasi FaktuaJ, 
2) adanya pennintaan dari para pendukung BARU kepada PPS agar 
mereka diverifikasi secara faktual; 

k. Bahwa perubahan »urat l{PU Knta Bimn Nomor 170/KPU­ 
Kota.017.4330903/11/201.1 pcnhal Vcrifikast Faktua\ rncnjadr surat KPU 

Kota Sima Nomor 20:1/KPU-Kota.O 17.4330903/ 111/2013 perihaJ 
Pemberitahuan, bukan karena prates Tim karnpanye SARU akan tetapi 
berdasarkan laporan dari PPS dan PPK, Iakta administrasi dan fakta 

lapangan hastl monitoring. TERADU yang semula ragu Lerus menerus 

mengkaji terhadap bukti administrasi dan hasil verifikasi faktual. 

Kemudian dengan mempertimbangkan asas manfaat, keadilan dan 

kepentingan umum yaitu melindungi hak konstitusional para 
pendukung (hak masyarakat scbagai pcmilih), dan pcrtimbangan sosial­ 

yuridis sehmgga Para TERA DU memandang perlu berlaku adil ter hadap 
para pendukung yang tand at angannya ditempel dan berkeyakinan 
bahwa satu-satunya caru untuk m<.mbuktikan benar atau tidaknya 
tanda Langan vang dnc-mpcl tcrscbut ndnlnh bcnar si pcrrulik nama 

dalam dokumcn dukungan yauu dcngan cura divcnfikasi sccara factuaJ 
untuk membuktikan kcbenaran tanda Langan dan kcbenaran dukungan 
mereka. (Keterangan Pihak Terkait Noor Hrdayar, SE selaku Ketua PPS 

"*- 



!(elurahan Tanjung clan Farid Maruf SE, Kasubbag Teknis clan selaku 

anggota Pokja Pcncalonan tingkat !(PU Kotn Brma, dan buku terlamp.r); 

I. Bahwa yang benur adalah TERADU sctelah menerima laporan PPS dan 

PPK, terus mcncrus mcmbahas sclama tanggal 24 Februari hingga 
tanggal 26 Febr-u ari 20 1 J tclah dapat mengambil suatu kesimpulan 
untuk diputuskan dalam rapat pleno yang secara administratif 

dilaksanakan tangggal 28 Februari 2013 (dilakukan setelah acara 

Sosiaheasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB yang harus 

dituntaskan pada bu Ian Fcbruar i 20 13, tanggal 28 Fcbruari 2013 adaiah 

hari terakhir jadwal pclak snnaan kcgiatan dimaksud), 

m. Bahwa bcrkanan dengan pcnjclasan huruf d, c, f, g, h, i, j, k, dan I di 

atas, melalui Rapat P!cno !(PU Kota Bima tanggal 28 Februari 2013, 
keluarlah surat KPU Kota Nomor 203/KPU-Kota- 

017.433903/11/2013 Penha! Pcmbcritahuan yang disampaikan Pihak 

TERA DU kepada PPK clan PPS sc-Kota Sima pada tanggal 1 Maret 20 J 3 

untuk segera dumdaklanju u scauai dcngan tahapan, program, clan 

jadwal KPU Kota Sima. Yaitu bcrrs: bahwa tanda tangan yang ditempcl 
itu difaktualkan dulu clan guna mcnjarnm asas kepaslian hukum dari 

tanda tangan yang ducmpet diputuskan Juga clalam Rapat Pleno KPU 

Kola Brma [Prh ak TERJ\DU) ag:ir Kctua Tim Kampanye Ahmad, BSW 

menandatangani surat pc:rnyataan scbagai bcntuk dan jaminan dan 

kepastian hukum tcrhadap kcbc-nnran syar at dukungan yang 
chsampaikan o)eh baknl pasnngan culon Walikota clan Wakil Walikota 

Sima atas nama BARU (l!·.HJ. Rr. Socsi Wicdliiartini dengan Muhamad 

Rum, SH) yang dituangkan dalum Su nil Pcrnyataan. 

Bahwa dalam Pasal 86-87 Pera tu ran !<PU Nomor 9 Tahun 2012 ten tang 
Pedoman Teknis Pcncalonan Pcmitihan Umum l(epala Dacrah dan Wakil 

Kepala Daerah tidak diatur secat-a jclas tentang pcmberian dukungan 
kepada bakal pasangan calm, perscorangan dengan tanda tangan yang 
ditempcl dan/atau drfotocopy lalu ditcmpcl pada formulir daftar 

dukungan Model B 1-KWI< l<PU PERSEORANGAN Berkaitan dengan haJ 

terscbut, Pihak TERADU mcmbcrikan kcpastian hukum, dengan 
dj- 



mengeluarkan sebuah keputusan yang mampu memenuhi rasa keadilan 
dan kemanfaatan sorta kepcntingan umum: 

n . Bahwa implementasi dcri surat KPU l\ota Bima Nomor: 203/KPU-l(ota- 
017.433901 /Hl/2013 pr-rthal Pcmbcruuhuan tanggal I Maret 2013 sama 
sekali tidak mengg..inggu dan keluar dari lahapan. program dan jadwal 
yang telah ditetapkan bcrdasarkan Kepu tuaan KPU Kora Sima Nomor 
11/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 Ten tang Tahapan Program dan 
JadwaJ Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sima Tahun 2013 bahwa 
"verifikasi tambahan dukungan bakal calon pcrscorangan oleh KPU Kota 
Bima dibantu oleh PPI< dan PPS bcrl.mgsung mulai tangga! 22 Februan 
2013 s/d 7 Maret 201:1". Bahwa hasil vcrifikasi faktual membuktikan 
temyata kebenaran dari dukungan tancla tangan yang ditcmpel 
dan/atau difotocopy lalu ditcmpcl sr-muanya draku i sendiri oleh para 
pendukung baik kebenaran tandawngan maupun kt:bt:naran dukungan; 

o. Bahwa terbukti mulai dan keluarnya surat KPU Kota Sima Nomor: 
203/KPU-Kota-017.433901/111/2013 pcrihat Pemberitahuan sampai 
dengan pcnctapan bakal pasangan calon yang mcmcnuhi syarat sebagai 
pasangan calon dalam Pcmilu Walikota dan Wakil WaJikota Sima Tahun 
2013 tidak menuai protcs dan para prhak manapun terutama pasangan 
calon lainnya dan masyarakat Kota Bima pada umumnya (bukti Salinan 

Kepu tusan KPU Kota Sima Nomor 18/Kpts/KPU-Kota.017.433903/2013 
dan pengumuman puda media massa): 

10. Bahwa dalil PENGADU yang menvatakan · " Kurena ada protes dari Tim 

bakal pasangan ca/on Ir. /-/). Rr. Soes1 wiedniaruni den.gem Muhammad Rum, 
SH. pada Kamis tanggaf 28 Februari 2013 Sifat AMAT SEGERA perihal 
Pemberizohuan yany dnujukon kepculo Ketuo PPK dan PPS se-Kota Bima 

tentang uerifikasi syurat dokumen duk1111gon tam/Jahan pasangan ca.Ion 

perseorangan yang ditandatonoom dan/otau difotocopy lalu DITE!HPEL ... " 

TERADU berpendapat bnhwa udak ada pelanggaran kode etik terkait 
persoaJan terse but. 

a. Bahwa benar TERADU mengeluarkan surat Nomor 

017.433901/111/2013 pcrihal pcmbcntahuan; 
203/KPU-Kota- 

� 
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b. Bahwa udak benar keluarnya aurat KPU Kota Sima Nomor : 203/KPU­ 
Kota-017.433901 /lll/2013 perihal Pcmbcritahuan serelah ada prates 
Tim Pasangan BARU; 

11. Bahwa dahl PENGAOU yang mcnyatakan: '' ... patut diduqa, Ketua KPU Kata 

Bima membuat kesepakatan dengan lim bakal pasangan yaitu dengan 
meminta Ketua Tim pasangan colon yuilu Sdr. Ahmad, 8.Sw untuk 
menandatangani pernyataan bahwa jika ditemukan ada tanda tangan tempel 
yang tidak sesucu dan tidak aiatcui saat uerifikas1 Jaktual, seketika itu juga 
seluruh tandatangan tempe/ dwerifikasi [aktuot seluruhnya. Tetapi ha! ini ;uga 
ndak: dilaksanakan oleh Ketua clan /\nggota KPU Koto Bima" TERADU 

menegaskan bahwa dalil PENGAOU tcrscbu t tidak beralasun dan tidak 
mendasarkan pada fakla hukum dikarenakan tidak ada pelanggaran kode 
etik dalam persoalan terscbut. 

Bahwa trdak ada kescpakatan dalam bcntuk apapun antara Ketua KPU 
dengan Sdr. Ahmad, B.Sw sc!aku Kctua Tim pasangan BARU dan tidak ada 
keberpihakan; 

a. Bahwa berdasarkan hasil Rapat pleno yang tertuang dalarn Serita Acara 
Nomor. 66/BA/JJ/2013 tanggal 28 Pcbru an 2013 tentang Menfaktualkan 
Syarat Dukungan yang dnandan.z.m clan atau difotocopy lalu ducmpel 
ada klausu! yang mcncntuknn bahwa tandatangan atau cap jempol 
pendukung, lerutama bcris: tancla tangan _yang dnernpel dan atau difoto 
copy dengan syarat Tim Kampanyc clan atau Sakal pasangan Calon 
menandatangani Suren Pernyataan. 

b. Artmya, a.pa yang dilakukan oleh Ketua KPU Kola Sima (TERADU) tidak 
lebih dari menjalankan amanat keputusan hasil rapat plcno tersebut. 
Dengan demikran, daJil PENGADU tersebut tendensius yang tidak bisa 
dipertanggungjawabkan kebenarannya; 

c. Bahwa berdasarkan Senta Acara Namm· 66/BA/11/2013 tanggal 28 
Febru ari 2013 TERA DU mcngc!uarkan surat l<PU Kata Sima Nomor 
203 / KPU-Kota-0 17.43,1901 / 111 / 20 l ten r ang pcmberi tahuan; 
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d. Bahwa dalil PENGADU yang drk uup d: alas ternyata mengandung unsur 
rekayasa, mcmutarbalikkan fakta karcna tidak sesuai dengan 
pernyataan dari Sdr Ahmad, B Sw; 

12. Bahwa terkait dcngan aduan ,. Bahwa Pansuastu Kolo Bima, nejak: awal sudah 

mengingatkan para TERADU don jnjaronnua untuk tidak meloloskan ionda 
tangan yang DITEMPEL, kw·ena itu bertentangan dengan amanat Peraturan 
KPU Nomor 9 tahun 2012, pasal 34 aya1 (]) hurufa"TERADU mcyakini bahwa 

udak terjadi pelanggaran koclc euk dalam pcrsoalan tersebut. 

Bahwa tidak benar PENGADU scjak awa! sudah mengingatkan PARA 

TERAOU. Tidak ada sama sckali tcgurun bcrupa surat dan atau satupun 
rekomendasi tcrkait h al tcrscbut: 

a. Bahwa benar PENGADU (Ir. Khmruddm M. Ali, M.AP) menelpon 
TERADU II (Ketua Pokja Pcncalonun Firman, SE. MAP) yang mcnyatakan 
bahwa "mainsiream k.itu berbcda tentnng tanda icmgon temper'. Kctilca 

TERADU II mcminta rckomendas: tcrtulis dart PENGADU, rekomendasi 

terscbut tidak pcrnah ada dun tidak pcrnah diterima/clisampaikan 
kepada TERADU; 

b. Bahwa statement PENGADU pada huruf c di atas ticlak dapat diartikan 

bahwa PENGADU tidak sctuju dan mcn:korncndasikan agar tanda 

tangan tempcl tidak difak.tualkan, karena: \). statemen itu hanya 
diucapkan oleh seorang PENGADU (lr. Khurruddin. M. Ali, M.AP), 2). 
staternen lisan tic!ak dapat menjadi bahan pertimbangan dalam rapat 
pleno PARA TERADU; 

c. Bahwa teguran lisan yang drsampuiknn kcpada Paru TERADU, udak brsu 

clijadikan scbagai bahan masukan uruuk mernutuskan scsuutu hal yang 
harus berkepastian hukum knrcna Pcnyclcnggara Pcmilu harus 

berpedoman pada asus kcpasuan hukurn dnn tcrlib penyclcnggaraan, 
c!alam haJ ini tertib adnurustrusf: 

13. Bahwa da!il PENGADU padu lerkaiL bcbcrupa ha! pokok yang menjacli sorotan 
mereka yaitu sebagai berikut; 
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1). Lahirnya sural dengan nomor 203/ KPU-Kola.017.433903/ l!l/2013 setelah 
mereka (Ketua Tim BARU) mefakukan prates; 

2). Dia (Ahmad, B.Sw) d1sodorkan sural pemyalaan yang sudah dibu.at oleh 
Ketua KPU Kata Bima; 

TERADU berpendapat bahwa tidak udu pelanggaran kodc etik dalam 
persoalan terse but: 

Bahwa tidak benar lahu-nya su-at KPU Kola Sima Nomor 203/l...'.PU­ 
Kota.017.433903/111/2013 pcnhal Pcmbcntahuan itu karena adanya prates 
dari TIM BARU; 

Bahwa yang benar adalah surat KPU Kota Sima tersebu t lahir sesuai dengan 
laporan dan tnformasn yang disumparkan olch PPS dan PPK tentang 
banyaknya jumlah nama pcndukung dalam daftar dukungan yang tanda 
tangannya ditempel dan atau drfotocopy: 

Bahwa Surat Pernyataan dimaksud itu dibuat berdasarkan hasil rapat pleno 
TERADU dimaksudkan untuk mcndapatkan jaminan dan kepastian hukum 
terhadap tandatangan pcndukung yang diu-mpcl, 

a. Bahwa yang mcnindaklnnjuu hasi] rnpat pk-no tcrscbut dalam bentuk 
dibuatkan konsep Surm Pcrnyatann adalah Kadiv Hukum dan 
Pengawasan Sdri. Fatmmul F11n.:1h. SH (TERAOU II) dan disetujui 
TERADU dalam ruput plcno, schingga udak bcnar Kctua !(PU Kota Sima 

(TERADU I) yang membuat dan rnenyodorkan Surat Pernyataan tersebut 
kepada Sdr. Ahmad B.Sw; 

b. Bahwa Surat Pcrnyataan tcrscbut drsodorkan olch PARA TERADU [J 

(Sdr. Fatmatul Ftu-iah, SH, Sdr. Firman, SE MAP, da.n Sdri. Sri Nuryati, 
SE) kepada Sdr. Ahmad, B.Sw. unt u k ditandatangani; 

14. Bahwa dalil PENGADU yang menyatakan· " Tim bakal pasangan calon 
perseorangan alas nama Ir H Jh.san, M!H dnn fr. H. Taufiqunahman, MT, juoa 
melakukan protes karena podo Beritu Acorn Nomnr 82/BA/11/2013 lentang 
Penerimaan Kekurongon jumlr1h Dukungo11 !Jokof Colon Perseoranqan Dalam 

Pemilihan Umum Wafikota don \Vakil W(l/1/i:olo Bima Tohun 2013, disebutkan 

cl- 
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sesuai dengan hasil Rupul Pleno chm ctnondcuan aarn oleh lima orang KPU Kota 
Bima"TERADU bcrkcyakinan scbagai bcrikut: 

a. Tidal< ada pe!anggarnn kode euk dalam persoalan tcrsebut; 

b. Bahwa tidak benar TERAOU rm:ngc!uarkan Serita Acara Nomor 
82/ BA/JI /20 13 tcrkan pcrsoalan tcrscbu t; 

c. Bahwa yang benar adalah TERADU mengeluarkan Serita Acara Rapat 
Pleno KPU Kata Sima Nomor 62/BA/11/2013 tanggaJ 21 Februari 2013 

Pcrihal Penerimaan ,Jumlah Oukungan Calon Perseorangan Dalam 
Pemilihan Um um Walikota clan Waki! Wa!ikota Sima Tahun 2013; 

d. Bahwa tidak benar hasil Rapat Plcno tersebut pada huruf c di atas 
ditandatangani olch lirna anggota l(PU Kotu Sima {TERADU I clan 
TERADU II); 

e. Bahwa yang benar ,1d;1L1h Rap,11 lll{'no \';n1g mcngh.ivrlknn Derita Acara 

terscbut pada point c dthudn-, dan chtundutnnganr olch cmpat orang 
anggotn l<PU Kora Brma (Tf;:l<I\DU II). 

f. Bahwa fakta rnembukukan !(ctua KPU l<ota Brma (TERAOU I) sedang 
mc!akukan perjalanan dinus ke Mataram dalam rangka mengambi! hasil 

pemeriksaan kesehatan 8 (ck:lapan) bakal pasangan calon Walikota dan 
Wakil Walikota Bima kc RSU Propmsi ell Mataram; 

g. Bahwa fakta ada 2 (dua) Bcnta Acara yang tertukar pada halaman 2 

(dua) untuk masing-masmg pasangan calon yang berbeda, karena ada 

kekeliruan tcknis dari sckrctariut kctika menycrnhkan Serita Acara 

tersebut kepacla masing-masing pasangan ca!on yang berbeda (BAl�U 
dan IMAN), yaitu Serita Acara halamun 2 (dua) yang scharusnya untuk 

pasangan IMAN tcrtukar dcngan Bcru a Acaru pada halaman 2 (dua) 
yang scharusnya untuk pns.mu.m 8/\r;:u, 

h. Bahwa menyaclari kckchruan tckn», rr-rsebut TEl�ADU "menarik kcmbal! 

Serita Acara dimaksucl karcnu scnyat anya pasangan !MAN tidak 

memenuhi syarat jumlah dukungan, yaitu dari yang seharusnya 14.730 

tctapi yang discrahkan olch pasangan IMAN dulam batas waktu yang 
terjadwaJ adalah 12.82.1 (Serita Acaru Nomor: 7.1.A/BA/IJ[/2013 tentang 
Penetapan Baka] Pasangan Culon Pcrscorangan Yang Trd ak Memenulu 
Syarat Dukungan; 



i. Bahwa atas dasar kekeliru an yang telah dikoreksi tersebut TERADU 

digugat oleh pasangan !MAN di Pcngaclilan TUN Mataram; 

J. Bahwa terhadap gugatan bairn! pasangan calon IMAN, telah diperiksa 
dan d.putu s oleh Pcngadllan Tata Uaaha Negara Mataram 

Nomor:08/Pcn.Dis/20 I J/PTUN-MTR tanggal 3 Apnl 2013) 
DINYATAKAN TJDAK OAPAT OITERIMA: 

k. Para TERAOU mcrnsa hcrnn dcngan dulil PENC.ADU karena dalam 

gugatan pasangan IMAN pada Pcngadilan TUN Mata.ram, justru Pihak 

PENGADU mernpakan salan satu tcrgugat principal (Tergugat II) dan 
TERA DU merupakan Tergugat I yang secar-a hukum PENGADU dan 

TERADU rncmenangkan pcrkara tcrscbu t (Putusan Pengadilan TUN 

Mataram Nomor: 08/Pcn.Dis/2013/PTUN-MTR tanggal 3 April 2013). 
Dan tentu saja dengan diangkatnya kernbali persoalan yang sudah finaJ 

secara hukum tcrscbut mcrumbulkan pcnilarun bahwa Para TERADU 

tidak paham dengan apa yang didalilkannya; 

15. Bahwa berkaitan dcngan pengaduan PENGADU "bahwa selelah dilakukan 

pemanggilan, TERADU I dan PAI?A TERA{)lf II, haru hadir pada undangan 
ketiga (terakhir). Namun udatc sem1wnyo mc111 membenkon klarifikasi. " 

TERADU ingm rnenjclaskan scbagm bcnkut: 

a. Bahwa tidak ada pclangg.1ran kodo etik yang chlakukan oleh PARA 

TERADU dalarn persoalan tcrscbut: 

b. Bahwa secara euka dan hukum, Pihak TEIXADU r dan Para TERADU JI 

tidak berrnaksud untuk tidak mcnghargar undangan klanfikasi yang 
disampaikan oleh Pihak Pengadu {Panwaslu Kota Birna), hanya saja 
undangan klarifikasi tcrscbut udak dijclaskan obyek permasalahannya, 

16. Bahwa terhadap dahl PENGADU yang mcnyatakan bahwa·" .... da/am 

mengeluarkan requtasi kampanye Pemilukada Kota Bima, TERADU I te/ah 

bertindak ceroboh dengan mengefrwrku.n surat keputuson sepiha): ianpa 
melalui mekanisme pleno TEr<ADU menegaskan bahwa tidak ada 
pelangga.ran kode etik dalarn pcrsoalan tcrscbut: 

a. Bahwa tidak bcnar Kellia l<PU Kotu Sima (TERADU I) telah bertmdak 

ceroboh dalam pcrsoalun tcrbitnya surat Kcputusan KPU Kota Bima 

Nomor 26/Kpts/KPU-l(ota-O 17.433903/2013 ten tang Alat Peraga 

� 



!(ampanye Dan Alal Pei ;1ga Kampauyc l\husus Dalam Pcmilihan Umum 

Walikota dan Wakil Walikota Sima Tahun 2013. Adapun yang benar 

bahwa TERAOU I telah bertindak secara tepat dan cermat serta 
memenu lu unsur normauf baik dari uspek formal maupun materia.J., 

b. Sahwa jadwal kampanyc Pem!lu Walikota dan Wakil Walikota Sima 

ber!angsung tanggal 26 Apnl s.d. g Mei 2013; 

c. Bahwa terkait dengan rumawi I! angka 4 Keputusan KPU Kota Sima 

Nomor 26/Kpts/KPU-Kota.O 17.433903/20 13 yang berbunyi: �Ijm 
tertulis dari perrulik tcmpat yang bcrsangkutan diserahkan oleh tim 

kampanye kcpada KPU Kota Btrna pnling lambat I (satu} hari sebelum 

dimulainya masa kampanye, yaitu tunggal 25 April 2013�; 

d. Sahwa alat pcraga kampanyc mu!m dipasang dalam masa kampanye. 
Artinya, sebelum masu kampanyc y;mg dimulai pada tanggal 26 April 
dengan sendinnya scluruh ahu pcruga kampanyc tidak dibenarkan 

untuk dipasang dan hnru s ducrubkun olch pihak Pcmcrintah Dacrah 

Kota Sima bersama para pihak tcrkait: 

e. Sahwa proses lahirnya Kcpu tusan KPU Kota Nomor 26/Kpts/KPU-Kota­ 
O l 7.433903/20 J 3 tcntang A lat Pcraga l(ampanyc dan Alat Peraga 
Kampanye Khusus clalam Pcmihhun Umum Wahkota clan Waki! Walikota 

Sima Tahun 2013 udak scrtu mcrtu diputuskan secara sep.hak oleh 

Kctua KPU Kuta Sirna (TERADU I). Tctapi scbclumnya telah melalut 

penyusunan/pcnggodokan draft awal yang dilakukan oleh Divisi 

Sosialisasi, Pc�1dicliknn Pcmilih d:m Pcngcrnbungan SOM sckaligu s Kctua 

Pokja Karnpanyc. Sclnnjutnya. pcmbahasnn draft tcrscbut dilakukan 

oleh Divisi terkait bcrsuma clengan IJ1vis1 Hukum dun Pengawasan yang 
dalam proses pcngcukknnnyu dilukukan olch Sdr. Miftnhuddm, SH (Staf 

Sub Bagian Hukum), kcmudinn drbuhus dalarn Pckja. Narnun kctika 

pengesahan Kepu tusan J<PU Kota Bima Nomor 26/Kpts/KPU­ 
Kota.O 17.433903/2013 ten tang A lat Pcraga Kam pan ye Dan Alat Peraga 
Kampanye Khusus Dalam Pcmilihan Umum Walikota clan Wakil 

Walikota Sima Tahun 20!3 d!lakulwn, yang ad a hanya Ketua !(PU Kota 

Bima (TERA DU I) clan Kctua Divisi OPKt.,' Sdr. Gufrun, M.Si, (TERA DU 

II). Sementara anggota I\PU Koru Birnn yang lninnya (TERADU VJ scdang 

.:if- 

'. 
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melakukan BIMTEK (Sdr. Fu-man, SE, MAP) dan Sdn Fatmatul Fitnah, 
S� (TERADU Ill), harus mcnghadm undangan KPU Provinsi NTB dengan 
agenda Sosialisasi Pcraturan KPU No.13 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Peraluran KPU nomor 07 Tahun 2013 tentang 
Pencalona.n Anggota DPR, DPRD Provinsi. dan DPRO Kabupaten/Kota di 

Mataram. Sementara Kcputusan KPU Kata Birna Nomor 26/Kpts/KPU­ 

Kota.O 17.433903/2013 ten tang Alai Pcraga Karnpanye Dan A lat Peraga 
Kampanye Khusus Dalarn Pcrruhh an Umum Wahkota dan Waktl 

Wahkota Brma Tahun 2013 haru s segera digandakan sebagai bahan 

sosialisasi yang dihadin olch lim kampanye pasangan calon keesokan 

harinya yaitu tanggal 6 Apnl 2013 clan sudah ada payung hukum dalam 

bentuk keputusan sebagai dasar untuk bahan sosralisasi sehingga draft 
Keputusan KPU Kata Nomor 26/Kpts/KPU-Kota-017. 

433903/2013 tentang Alat Peraga Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye 
Khusus Dalarn Pcrrulrh an Umum Walikota dan Wakil Walikota Brma 

Tahun 2013 terscbut harus segcra dnandatangani, 
f. Dengan dali! seperti itu terl!hat adanya upaya PENGADU yang tidak 

transparan, tidak obycktif dan udak proporsronal mcndudukkan posisr 
masalah ter scbu t sccara utuh karcna PENGADU sengaja ttdak 

mengangkat Keputusan KPU Kota Bima Nomor: 28/Kpts/KPU­ 
Kota.017.433903/2013 tcntang Pcrubahan Atas Keputusan Komisi 
Perriilihan Um um Kota Nomor 26/Kpts/KPU-Kota- 

017.433903/2013 tcntnng Alat Pcraga Kurnpanyo dan Alat Peraga 
Kampanye Khusus Dalam Pcmilihan Umum Walikota dan Wakil 

Walikota Bima Tahun 2013 tanggal 10 April 2013. Perubahan rersebu t 

tidak terlepas dan hasil rapat koordinasi yang juga mehbatkan Para 
PENGADU; 

g. Apakah ada pelangguum kode euk dalam kond1s1 emergency sepeni itu? 

Semcmara ada kcpcntmgan urnum yang haru s dipnontaskan dan 

d!!indungi. Dan tidak ada yang salah , bcrtentangan dan dilanggar dalam 

Kepu tusan KPU Kota Sima Nomor 26/l<pts/ l<PU-Kota.O l 7.433903/2013 
tentang Alat Peraga Karnpanyc Dan Alal Pcraga Kampaaye Khusus 

;}.. 
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Dalam Pemilihan Umurn Wal!knla rlan Waktl Wa\ikota Bima Tahun 2013 
tersebut; 

17. Bahwa d ah l PENGADU yang mcngatakan:" .pada saat penelapan pasangan 
bakal calon menjadi pasangan calon Pemilukada Kola Bima Tahun 2013, 
diduga telah terjaai pelangyaran yang juya dilakukan oleh Ketua dan para 
anggota KPU Kola Bima, dengan udak: memheritahukan waktu dan lempat 
penetapan tersebut dilaksanakan ..... "TElv'\DU mcnjawab sebagai berikut: 

a. Bahwa pasal l 04 ayat ( 1) BAB VJ Penctapan dan Pengumuman 
Pasangan Calon da)am Pcraluran l<PU No. 9 Tahun 2012 Tentang 
Pedornan Teknis Pencalonnn Pcrnilih,rn Umum Kepala Oaerah dan Walcl 
l(epala Dacrah bcrbunvr "Berrlusarkan hw;if penetiuari terharlap 
persyaratan penqajuan hakal pasangan colon don syarat ca/on, KPU 

Provinsi atau KPU Ka bu paten/ Kola menelapkan nama pasangan calon 

yang memenuhi syarat sebagw peserta Pemillhan umum Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah paling sedikit 2 (dtw) pasangan calon yang 
dituangkan dalam Serita Acara penetapan pasangan calon"; 

b. Bahwa secara yuridrs formal scbagaimana yang diatur dalam pasal l 04 

ayat (1) Peraturan KPU No.9 Tahun 2012 tersebut pada huruf b di atas, 
tidak ada kewajiban hukum bagi TERADU untuk membentahukan 

waktu dan tempat pclaksanaan Rapur Plcno Pcnctapan Pasa.ngan Calon 

yang Mcmenuhi Syar at, apalag: haru s mengundang PENGAOU. Karena 

mekanismcnya mclalu r rapal pleno hanya dihadiri o\ch anggota KPU 

sesu ai dengan kctcntuan Pcraturun Perundang-undangan yang 
dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2013 (pasal 30 dan 31 UU No. 15 
Tahun 20 I I); 

c. Bahwa hasil rapat pleno tertutup drmaksud ada!ah tcrbnnya Keputusan 
Komisi Pemdihan Um um Kota Bima Nornor 18/Kpts/KPU- 
Kota.O 17.433903/20 ! 3 Tang.gal 25 Maret 2013 Tcntang Penetapan 
Na.ma Pasangan Calon Walikota dan Wakd Walikota Sima dalam 

Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikola Bima Tahun 2013. 
Kemudran diumumkan sccara luas mclalui mass media; 

d Bahwa dalam pasal 105 ayat (l) Pcraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 

mengatur: "Penqundion 1wmor ur1.11 pasonuan calon sebaqaimana 
di- 



dimaksud dalam ponot !04 ayat (3), cutaksonakan dalam rapat pleno KPU 

Provinsi alau KPU Kahupalen/Koto. yang dihadsri oleh pasangan calon, 
wakil partai poltlik atou fJrilm11r1w1 pa ncn polittk: yang mengajukan 
pas,;i.ngan calon, posonqon colon perseoronqan, Badon Pengawas 
Pemilihan Provins, otau Poruuo Penqnwas Pemilihan Kabupaten/ Kata, 
media massa, dan lokoh masyarakat", 

e. Bahwa kewajiban TERADU mengundang PENGADU seperti pada saat 

rapat pleno terbuka pcngundian dan pcnclapan nomor urut pasangan 
calon Wahkota dan Wakil Waltknta Sima yang dirangkaikan dengan 
Deklarasr dan Penandatanganan Naskah Pemilukada Damai, yaitu 
tanggal 27 Maret 20 I�- Dimaria pada saat n u PENGADU diundang, 
turut hadir dan ikut mcnjadi saksr dcklarast tcrscbut scrta menerima SK 

Tim Kampanye dan TERA OU I (Pasal I 05 dan 106 Peraturan KPU No.9 
Tahun 2012 Ten tang Pcdoman Tckrus Pcnca!onan Pemilihan Umum 
KepaJa Daerah Dan Wakil Kcpnln Dacrnh]: 

f. Bahwa tmdakan PENGADU yang mcngeluarkan Surat Peringatan 
melalui surat Namm· 008/PK2/Panwas!ukobi/llJ/2013 duujuken kepada 
Ketua KPU Kota Sima Pcrihal Pc.:nngatan adalah justru bcrtentangan 
dengan fakta yang ada scperu: I). Surat PENGAOU tersebut 
kontraproduktif dengan substan si sur-at TERADU No. 263/KPU­ 
Kota.017.433903/111/2013 Pcriha! Pcmbentahuan yang ditujukan 
kepada Para Pasangan calon dan rncngatur soal pcnyamparan draft 

Lampiran Senta Acnra Pcrnyataan Kcscpakatan Bersama pasangan 
ca.Jon pcserta Pcmilu. Scrncruaru surat PENGAOU tet scbu t adaJah bcrisi 
penngatan kepada TERADU u-rkait rlcngan tidak drhbarkannya 
PENGADU dalam prnscs pcnctapan pusangan calon yang mcmenuhi 
syarat daJam rapat plcnn hanva dihadin olch anggota KPU sesu ai 
dengan ketentuan Penuurnn Pcrundang-undangan, 

g. Bahwa dalil PENCADU :r·,mg me111JXT'->oalk111 dan tindakan TERAOU 
yang tidak mcmbcritahukan tempat clan waktu penetapan pasangan 
calon yang memenuhi syarat ju stru bertentangan dengan isi surat 
PENGADU tersebut yang intmya mcmpermasaJahkan dan menyalahkan 
TERADU karena tanpa melibatkan PENGADU daJarn rapat pleno hanya 

;,\ 
'. 



dihadiri oleh anggola KPU scsuar dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan, 

h. Bahwa berdasarkan Peraturan BAWASLU No. I Tahun 2012 tentang 
Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

jo. Peraturan BAWASLU No.2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan 
dan Penanganan Pelanggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah, tidak ada satu pasal pun yang mengatu r ten tang 
PERINGATAN apabi!a tcrjadi pelangg;:iran Pcmdukada baik pelanggaran 
pidana maupun pelanggarun ndrrurus.t rast: 

1. Bahwa PENGADU bukanlah pclak s.mn tekrns Pemilukada karena 

ketentuan pasa1 77 ayat f I) a angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2011 yang sering chjadikan dasar olch PENGADU mempersoalkan 
masalah tersebut adalah karena kckcliruan mereka dalam memahami 

ketentuan Pasal terscbut. Sebenarnya haru s dimaknm bahwa tugas 
PENGADU bcrada pada tataran pcngnwasan yaitu mcngawasi Tahapan 
Penyelenggaraan Pemilu di wilnyah l(abupaten/Kota dalam hal 
penetapan cal on Bu pau / Walikota, 

J. Bahwa tindakan PENGADU kcpada Para TERADU mclalui surat Nomor 

008/PK2/Panwaslukob1/fll/2013 Penha]: Pcringatan, tanggal 26 Maret 

2013 bahkan akan rne!aporkan Para TERADU Lelah melanggar Kode Euk 

Pemilu adalah jusu-u mcmpcrlihatkan PENGADU tidak PROFES!ONAL 

dan tidak paham dengan rugas dan kc-vcnnngan PENGADU; 

k. Bahwa tindakan PENCJ\DU tcrscbu L tidak proporsional clan tidak 

professional karcna mcmbcri pcnngatan kepada TERADU tanpa 
memahami aturan hukum dan kon teks persoalan yang dihadapi; 

18. Bahwa dalil PENGAOU yang mcn_yatakan: '' .... para TERADU lagi-lagi membuat 

regulasi yang menguntungkan pasangun cafon ter1.entu dan merugikan 
pasangan calon lainnya .... " dun pcrnyataan: " ..... Alas leguran tersebut, KPU 

Kota Sima mengubah SK Noma,. 33/ l<pts/ KPU-Kola.O J 7.433903/2013 

lertanggal 21 April 2013.. Sena pcngaduan yang menyatakan: " ..... para 
TERADU telah benindak TIDAK CERfllA'f" dan TTDAK !NDEPENDEN sebagw 
penyelenggara Pemilukado d1 Kola Hima Tohun 2013" TERADU ingm 
menjawab bahwa tidak ada pelanggaran kodc cuk dalam pcrsoalan 1111. 

di 
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Sepanjang pengetahuan TERADU tidak ada, ttdak benar, dan tidak pemah 
terjadi Para TERADU mcmbuat rcgulasi yang mcnguntungkan pasangan calon 
tertentu dan merugikan pusangan calon lamnya. Bahwa TERADU tidak 

pernah mencnma teguran baik lisun maupun tertuhs lcrkait dengan 
persoaJan tersebu t Sebaliknya, TERADU justru telah bertindak CERMAT 

dalam menyusun regulasi dan INDEPENDEN serta ADIL dalam 

mernperlakukan seluruh pasangan calon. Artmya tidak ada pasengan calon 

tertentu yang diuntungkan dan dirugikan dengan regulasi Keputusan KPU 

Kota Bima Nomor 32/Kpts/KPU-Kota.017.433903/ 2013 yang telah 

ditetapkan kemudian segera dircvisi sctetah TERADU mencermau kekeliruan 
teknis dimaksud sehingga lahirlah Kcputusan KPU Kota Bima Nomor 
33/Kpts/KPU-Kota.O 17.433903/2013; 

a. Bahwa perubahan Kcputusan KPU Kota Sima Nomor 32/Kpts/KPU­ 
Kota.O 17.433903/2013 mcnjadi Kcputusan KPU Kata Sima Nomor 

33/Kpts/KPU-Kota.017.433903/2013 karcna dua sebab I). Pada saat 

pleno jatah masmg-masing pasangan calon 2 (dua) kali namun ketika 
dikirim ke Polres Sima kota adalah draft lama yang salah dipnnt; 2). 
Setelah diccrmati u\ang tcrnyata tclah tcrjadi kckcliruan penu!isan 
alokasi waktu pasangan F'ERSI 1 (satu) kali dan pasangan SURI 3 {uga) 
kali dan yang seharusnya masing-masing du a kali. Tetapi karena 

Keputusan KPU Kata Sima No. 32/Kpts/KPU-Kota.017.433903/ 2013 

tersebut sudah discrahkan ke Kapolres 811na Kota maka TERADU 

mengubah kcputusan tcrscbut mcnjadi Kcputusan KPU Kota Sima 

33/Kpts/KPU-Kota.017 i33903/20 L1 sehingga masing-masing 
pasangan cal on termasu k FERSJ dan pasangan SURI mendapat alokasi 
waktu yang sama yaitu dua kali: 

b. Bahwa tcrjadinya kckcliruan tcknis yang tidak disengaja sckeuka 

langsung diperbaiki. Buktinya. Kcputusan KPU Kota Bima Nomor 

32/Kpts/KPU-Kota-O 17.433903/2013 ditetapkan pada tanggal 20 April 
2013. Pada tanggal yang sama, yaitu 20 April 2013 Ketua KPU Kata 

Sima (TERADU I) mcngundang anggota KPU Kota Bnna (TERADU H) 
untuk melakukan Rapat Plcno dcngan undangan Nomor: 

Keputusan KPU Kota 
al- 

340.A/UND/IV /2013 schingga menghasitkan 



Sima Nomor 33/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tertanggal 21 Apnl 
2013; 

c. Sahwa kampanye Pemilu Walikota dan Wakil Wa\ikota Sima akan 

berlangsung tanggal 26 April 2013 sarnpui dengan 9 Mei 2013; 
d. Sahwa tidak benar perubahan Kcputusan KPU Kola Sima Nomor 

32/Kpts/KPU-Kota.O 17 .433903/20 n mcnjadi Keputusan KPU Kota 

Sima 33/Kpts/KPU-Kot�•.O 17 .433903/2013 karena tcguran PENGADU 

melalui mass media dan keberatan dari pasangan calon yang merasa 
dirugikan; 

e. Bahwa dalam kcnyataan di lapnngan , udak pcrnah tcrjadi penggunaan 
jadwal yang keliru rersebut. An111ya, rnasmg-masing pasangan caJon 

tetap diberi waktu dan tempat serta bentuk kampanye secara adn: 
19. Bahwa dalil pengadu yang mcnymakan: " ... bahwa pada masa kampanye 

Pemilihan Umum Gubemur dan Wakil Gubemur NTB, pasangan nomor urut 1 

atas nama TGH. Zainul Majdi dengan Muhammud Amin, SH, berkunjung ke 

rumah TERADU I pada saat jodusol kampatiye di Kola Bima. Saal !lu diterima 

oleh orang luanya Nurforhon. yoi111 Kil. \lcmy fllasykur ... " TERADU 

menegaskan bahwa tidak .rdu pdanggnr,m kodc cuk tcrkau pcrsoalan 
terse bu l. 

Bahwa clalil PENGADU tersebut bcrtcruangun dcngan undangan klarifikasi 

yang dikeluarkan oleh PENGADU dnuju kan kcpada TERADU I sebagaimana 
yang termuat dalam suret undangan klarifikasi Nomor: 

051/PANWASLUKOBJ/PK.l/V/2013 tanggal 3 Mei 2013. Dalam dalil 

pengaduan disebutkan bcrkunjung kc rurnah TERADU I sedangkan dalam 

undangan klarifikasi terscbut berkunjung ke rumah K.H. Gani Masykur; 

a. Bahwa dalam faktanya rumah tcmpat bcrkunjung pasangan calon 

nomor urut 1 ter scbut adalah rumah milik K. H. A. Ghany Masjkur dan 

TERA OU I sebagai putri kandungnya tinggal bcrsama orang tuanya; 
b. Bahwa TERAOU I berangkal kc Mataram hari Selasa, tanggaJ 30 April 

2013, tiba di Matarnm t.mggal 01 Mei 201:1 untuk rncnghadu-i panggilan 
sidang Pcngaclilan TUN Matarom dan tiba kcmbali di Kota Sima hari 

Kamis tanggal 02 Mei 2013. * 
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c. Bahwa undangan klru-ifi kasr dan PENGAOU tersebu t sangat\ah 
berlebihan dan bersifat error in persona karena meminta keterangan 
TE:RADU alas scsuatu per-istiwa yang sarna sekali tidak diketahui 

TERADU I, karcna saat peristiwa itu TERADU I sedang berada di 

Mataram dalam rangka melaksanakan tugas dmas untuk menghadm 
panggilan sidang Pengadilan TUN Mataram bersama kuasa hukum KPU 

Kota Sima {Syarifuddin Lakuy, SH). Seharusnya PENGADU mengundang 
klarifikasi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB atas 

nama TGH. Zainul Majdi dan Muhammad Amin, SH serta K.H. Gani 

Masykur scbagai pcmi\ik rumah yang mcncrima kunju ngan tersebut. 

Patut diduga ada muatan polius di bahk undangan klanfikasi tersebut; 
d. Bahwa selain dari itu, undangan klrn·ifikasi tcrscbut secara tegas dan 

jelas telah menvonis TERADU I yang bcr::lasarkan laporan temuan 

terjacli pelanggaran telah Nomor: 03/Panwaslukobi/TM/V /2013 
Pemilukada; 

e. Bahwa pengertian Iaporan temuan itu sendiri menuru t pasal 1 angka 12 

Peraturan BAWASLU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan 
dan Penanganan Pclanggaran Pcmilihan Umum Kepala Dacrah dan 

Wakil Kepala Oacrah adalah hasil pcngawasan yang didapat secara 

langsung maupun tidak langsung berupa data atau informasi tentang 
dugaan terjadinya pelanggaran Pcmilu ; 

Bahwa di sisi lain, undangan klarifikasi atas dasar laporan temuan 

tersebut sangatlah premature karcnu tidak ada diuraikan tcntang data 

pengawas, waktu dan ternpat pcrrxuw.i namn clan alnmat pelaku. nama 

dan alamat saksi-saksr, bukti buku dan uraian kcjadran sehmgga 
TERADU I menilai bahwa undangan klarifikasi tcrscbut mcngada-ada 
dan tidak jelas pokok persoalan dan urgensmya: 

f. Bahwa dasar hukum dikcluarkannya undangan kla.rifikasi terscbut 

adalah udak berdasar clan udak rclevan dengan pokok persoalan. 
Sepert.i: ]). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 disebut Tentang 
"Penyelenggaraan Pemilihan Umum". Seharusnya yang benar adalah 

Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; 2). Undang-Undang Nomor 32 
lahun 2004 lenlang "Pemeri.ntah Dae,ah" Scharusnya tentang 

� 
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Pemenntahan Daeruh: �). Pencantum.:rn Undang-Undang Nomor 12 tahun 

2008 lentang Perubahun Kedua alas Undang-Undcmg Nomor 32 Tahun 

2004 Tentang Pemerinlah Daernh. Seharusnya menyebutkan Undang­ 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tcruam; Pemcrin1ahan Daerah 

sebagaimana telah druboh t crnk hn- dcng:-m Undang Undang Nomo:· 12 

Tahun 2008; 4). Pcncantumun Pemtnran Badan Per.gawas Pemilihan 
Umum Nomor 14 Tonun 2012 lentang Tena Cara Pelaporan dan 

Penanganan Pelanggaron Petmlu onqqoto DPR, DPD dan DPRD adalah 
tidak relevan. Scharusnya menggunakan Pcraturan Sadan Pengawas 
Permliban Umum Nomor I Tahun 2012 Ten tang Pengawasan Pemilihan 
Umum KepaJa Daerah clan Wakil Kcpala Dacrah jo Pcraturan Sadan 

Pengawas Pcmilihan Umum Nomor 2 Tahun 2012 Ten tang Tata Cara 

Pelaporan dan Pcnanganan Petanggaran Pemilihan Umum l(epaJa 
Daerah dan Wakil Kepala Dacrah; 5). Pencantuman Peraturan KPU 

Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan 

Umum Kepafa Daerah clan Wakil Kepala Daernh aclalah tidak relevan 

karcna tidak tcrkair dengan pc-rsoalan kampanyc. Scharusnya, 
drcamumkan Pcreuuran 1\PU Nnmor h<J Tahun 200':l tcntang Pcdoman 

Tckrus Kampanyc Pc-tmhhnn Umum l\cpnl:1 Dncruh dan Waktl Kepala 
Daerah sebagairnuna tclnh d.ubah dc-ngan Pcrnt urnn KPU Nomor 14 

Tahun 2010 Tcntang Pcrubahan Atns Pcrtuurun KPU Nomor 69 Tahun 

2009 tentang Pcdomun Tcknis l<ampanyc Pemilihan Umum Kepa!a 
Dacrah clan Wakil Kcpalu Dacruh: 

1) Bahwa undangan klarif'ikus: yang error in persona clan bcrlcbihan itu 

telah mcnju stifikasi bahwa TERADU 1 Lelah mc!nkukan pclanggaran 
yang akibatnya mcmbuat TERADU I mengalami tekanan psikis, 
perasaan tidak cnak. nama bruk terccmar. Dan sebclum penstiwa 
tcrscbut sudah bc-rulang kuli PENGADU mclakukan berbageu 
perbuatan yang tidak panu dilnkukan olch PENGAOU sebageu snlah 

satu komponcn pcnvclcnggnra Pc-milukadn di 1<01a Birnu scjak bulan 

Januari 2013 snrnprn clcng.m bulan Mei 2013 scpcrti; : 

2) Ancaman PE NGA DU mcmbmkot Pcrmlukuda l<ota Bima Tahun 2013; 
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3) Statemcn PENGADU yang dibcritakan secara luas dan terus 

menerus sert.a tanpn bates ruang dan waktu melalui berbagai media 

massa cctak, clcktronik, maupun media onune (BimaEkspres, Suara 

Mandiri, Stabilitas, Garcia Asakota, Radio Sima FM, Bimakini.com) 
yang bersifat pembunuhan karakter, mcnyerang kehormatan, nama 

baik yang dapat mcrusak kcpcrcayaan public kepada TERAOU I dan 

TERADU II sepcrti drbcri label: tidak: memiliki ilikad baik, ttdak 

terbuka dan kucing-kucinyan, honor kepala, bertindak: tanpa euka 

dan kepastian hukum, berpenlaku seenaknya sendin, menyimpan 
bom waktu yang biso meledak kapan saja, KPU tidak lransparan, 
otoriter, apabila KPll Kola Rimn l<·111s dipsmpin ofch Nur Farhati maka 

Pemilukada hisu tornncam, k(11c1H1 (1/..an /en,.; melatcukuu kes.alahcm, 

dan kata-kata lain scjems �ang tidak patut dibahasakan oleh 

PENGADU sebagar scsama pcnyclenggara Pemilukada Kata Sima 

Tahun 2013; 

g. Bahwa laparan TERADU I lerhadap PENGADU ke Polres Sima Kata 

terkait atas undangan klanfikasi yang error in persona dan berlcbih­ 

lebihan tersebut adalah merupakan akumulas, dnri semua rangkaian 

peristiwa atas perbuatan PENGAOU sejak bulan Januan 2013 sampai 

dengan bu Ian Mei 2013 sudah tidak bisa \agi ditalerir aleh TERADU I 

sebagai warga Negara dan scbagai pcnyelenggar a urusan Negara yang 

mempunyai hak kanstitusional yang dijarrun dan dihndungi olch hukum. 

Dan di sisi lain untuk iku t meujaga stabilitas daerah, memulihkan dan 

menjaga kepercayaan publik (public ln1stJ yang telah terus menerus 

didiskrednkan olch PF:NCADU tcrhnd.ip lcmbaga yang dipimpin TERA DU 

I dan kasus tcrscbut haru s ada pcnvclcsruan lcbih lanjut sampai ada 

putusan Pengadilan; 

h. Bahwa berdasarkan uraian huruf a sampar dcngan huruf j di atas 

membuktikan bahwa PENGADU TIDAi< ADIL, TIDAK MEMBERIKAN 

KEPASTIAN HUKUM, TIDAK TERTIB DALAM PENYELENGGARAAN 

PEMILUKADA, TIDAK MENGHARGAI DAN MENGHORMATI 

KEPENTINGAN UMUM, BERT!NDAI\ TIOAK PROPORSIONAL dan TIDAi( 

PROFESSIONAL; ;,l 



i. Bahwa pelaksanaan tugas aan kewenangan ser-ta kewajiban TERADU 

dalam proses pelaksanaan Pernilukada Kola Sirna Tahun 2013 tidak ada 

pelanggaran kode etik dan pelanggnran hukum yang dilakukan oleh 

TERADU I dan TERADU II dan tidak mernmbulkan akibat negatif pada 
kepentingan masyarnkat dan Pemcrmtah Kota Birnc: 

f2.4J Bahwa untuk menguatkm, dahl-datitnya, maka Tcradu mcngajukan bukti­ 
bukti yang diberi tanda T-1 sampai dcngan T-22 scbagai beriku t: 

1. Bukti T-1 Surat Keputusan KPU Kota Sima No. 11 /Kpts/KPU- 
Kota-01 7.433903 tanggal Febr-uar-i 2013 Tentang 

2. 

3. 

Bukti T-2 

Bukn T-3 

Perubahan Kedu a Atas Peraturan Kormsi Pemilhan 

Umum Kota Sima Nomor 21 /l<pts/ KPU-Kata-017. 

433903/2012 ten tang Tahapan, Program, dan JadwaJ 

Penyelenggaraan Pcmilhan Umum Walikota dan Wakil 

Walikata Sima Tahun 2013; 

Surat Kcputusan KPU Kota Sima No. 2Fi.D/Kpts/KPU­ 
Kota-017.43:1903 !cnt<mg .Jumlah Kursi dan Jumlah 

Suaru Sah Palin� Rcndah Untuk Pasangan Calan Yang 
diajukan Partai Politik atau gabungan Partai Pohuk 

Dalam Pcrruhhun Urnum Walikota clan Wakil Wa\ikota 

Sima Tahun 20 1:1; 

Surat Kcputusan KPU Kota Sima No. 35/Kpts/l(PU­ 

Kota-017.433903 tcnlang Pcdaman Teknis Tata Cara 

PendaJtaran, Penclitian dan Penetapan Pasangan Calon 

Perscorangan Dalam Pemilihan Umum Walikota dan 

Wakil Waltkota Sima Tahun 2013 dan Kcpu tu san 

Komisr Pcmihhan Umum Kata Bima Nomor· 

42/Kpts/KPU-Kota-O 17 .433903 ten tang Perubahan Atas 

Keputusan KPU Kata Brma Nomor 35/Kpts/KPU-Kota­ 

O 17 .433'=103/2013 tentang Pcdoman Tekrns Tata Cara 

Pcndaftaran, Pe-tclitian dan Pcnctapan Pasangan CaJon 

Pcrscorangan Dalam PcmJ\ihan Urnum Wahkota dan 

\Vakil Walikota Brma Tahun 2013, 
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4. Bukti T-4 

5. Bukti T-5 

6. Bukti T-6 

7. Bukti T-7 

8 Bukti f-8 

Kontrak kerjas.ama antara Brma TV dan Sima FM dan 

bcrita di Koran tcrkait dengan itu; 

Bukti angka pertisipasi pemilih Pemilukada Kota Sima 

dan Model DBl-KWK.KPU dan lampirannya; 

Putusan PTUN Mataram Nomor 08/Pen-Dis/2013/ 
PTUN-MTR atas gugatan pasangan IMAN; 

Putu san PTUN Mataram Nomor 011 /Pen-Dis/2013/ 
PTUN-MTR alas gugatan pasangan IMAN; 

Putus.in Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PHPU.D­ 

Xl/2013 tanggal 18 ,Juni 2013 dan Putusan Mahkamah 

Konsutusi Nomor 61/PHPU.D-Xl/2013 tanggal 18 Juni 

201.1. 
9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

Bukti T-9 

Bukti T-10 

BuktiT-11 

Bukt1 T-12 

Bukti T-13 

Surat Undangan, Berna Acara Rapat Pleno dar. Surat 

KPU Nomor 170/KPU-Kota-017.433903/11/2013; 

Sarnpc\ Syarat Dukungan yang ditcmpel di Kelurahan 

Tanjung yang disampaikan oleh Ketua PPS l(elurahan 
Tanjung: 

Risalah Rapat, Senta Acara Rapat Pleno, dan Surat 

Nomm 203/KPU-J(ota-Ol 7.433903/11/2013 dan Surat 

Pernyataan dau Kctua Ttm Kampanye BARU alas nama 

Ahmad, BSW; 

Bcrita Acara Norn or: 66 /BA/II /20 13 tangga! 28 Februari 
2013; 

Bcrita Acara Rapat Pleno KPU Kata Btrna Nomor: 

62/BA/11/2013 tanggal 21 Februran 2013 beserta 
Lampiran; 

14. Bukti T-14 Kcputusan KPU Nomor 26/Kpts/KPU-Kota.Ol 7. 

15. Bukt1 T-15 

433903/2013, beserta lampiran. bukti SPPD atas nama 

Fatmatul F'itriah, S.1-1. (Anggota KPU Kota Sirna); 

Keputusun KPU Nomor 28/l<pts/KPU-Kota.017.433903/ 
2013 tentang Pcrubahan Atas Keputusan KPU Kota 
Sima Nomor 26/ l(pts/ KPU- Kota.O I 7.433903/20 13 

tent.mg A lat Per ag,1 h'.ampanye dan Alat Peraga 
� 



Kampanyc l(husus bcscrta Lamptran; 
16. Bukti T-16 Kcputusan KPU Norn or 18/ Kpts/ KPU-Kota.O l 7- 

433903/201.1 ten tang Pcnetupan Nama Pasangan Cal on 

Walikota dan \Vakil Walikota Sima, Surat Nomor 

263/ KPU-Kota.O 17 -433903/ I II /20 13 Penh al 

17. 

18. 

19. 

Bukti T-17 

Bukli T-18 

Bukti T-19 

Pemberitahuan ya:1g dnujukan keada Para Pasangan 
Calon dan Mcngatur Soal Penyampaian Draft Lampiran 

Serita Acara Pernyataan Kesepakatan Bersama 

pasangan calon peserta Pcmilu, Surat dari PENGADU 

Nomor: 008/PK2/Panwaslukobi/ 111/2013 Perihal 
Peringatan; 

Keputusan KPU Nomor: 32/Kpts/KPU-Kota.OJ 7.433903 

/2013 (dilampirkan Serita Acara) clan Keputusan KPU 

Nomor: 33/l(pts/KPU-l<nta.O 17.4�390,1/2013; 

Surat Punwaslu Nomor: 051/PANWASLUKOBI/PK.I/ 

V/2013, Bu ku SPPD atas Nama Ora. Nurfarhau, M. Si 

(Kenia KPU Kota Sima), Suryanto (Staff Sekretariat KPU 

Kola Btrna], dan Surat Kua su Khusus atas nama 

Syanfudin Lakuy, SH dan Sukirman Azis, SH. 

Undungan untuk mcnghadiri Sidang PTUN di Mataram 

Nomor I 1/G/2013/PTUN.MTR Scrifikat Bukti 

Kcpcrrulikan Tanah Atas Nama KH. GANI MASYKUR; 

Cctak Website www.bimakini.com yang dimiliki olch 

PENGADU dalam l(onvcnsi/TERADU dalam Rekovcnsi 

atas nama lr. Khairudin M. Ali, M. AP, Perihal "KPU 

Tidak B<Ttanggung ,Jawab terhndap hitung ccpat" . 
Mcd1�1 Cctak S1ab1l11m, ''TIM FERSJ POUSJJ,;AN SIMA TV� 

Tanggal 20 Mei 20 I :-:s. Media Cetak Stablttas "Diiaukau 

Masuk RSUO, SUBHAN DATANGI KANTOR BlMA FM", 

Bukti Cctak Kcpemilikan Website www.bimakmi.com 

atas nama PENGADU dalam Konvensi/TERADU dalam 

Rckovcnsr atas nama Ir. Khairudin M. Ali, M. AP, Cetak 

Website www.b1makini.com perihal "Panwaalu An cam 

cl 



20. 

21. 

22. 

Bukti T-20 

Bukti T-21 

Bukti T-22 

Bmkot Pcmuukada". Du n Akim F'acebook Khairudm M 
Ali; 

Keterangan Pl HAI( TERKAIT atas nama: I. FARID 

MA'RUF, SE (Anggola Pokja) alat Bukti terlampir, 
Keterangan atas nama MIF'TAHUDIN, SH (Staf Bagian 
Hukum KPU Kata Sima), Keterangan Ketua PPS 
!(elurahan Tanjung at as NOOR HIDAYAT; 

Lampn-an-Iampirnn bcrupa Undangan Rapat Koordinasi; 
Draft Pcrsrapan Rapm Koordmasr tcrkait dengan 
pcnctapun judwal clan lolrn�1 l\ampanye; 

(2.5] Bahwa DKPP da!am peraidangan pada KH1ms 27 .Juni 2013 telah merruma 
keterangan pihak terkait scbagai bcrikut: 

[2.5.1) FARID MA'RUF, SE 

Farid Ma'ruf, SE adalah Kasubbug Tckrus clan ! !upmos KPU Kata Sima 
beralamat di Jalan Gajah Mada Kelurahan Pcnator Kccamato.n Mpunda Kota Sima. 
Yang bersangkutan juga rnerupakan Anggota Kelompok Kerja Pendaftaran clan 
penelitian Pasangan Calon (pcncalonan) Pcrrulih an Umum Walikota dan Wal<il 
Walikota Sima Tahun 2013; 

Pihak Tcrkait Farid Ma'ruf rncncrnngk.m bnhwn jauh scbclum masa 
pencalonan walikota clan wakil walikota Brrna tahun 2013 KPU Kata Bima sud ah 
terlebih dahulu menetapkun kcput usnn le 1tang syarat pengajuan dan tata cara 
untuk menjadi calon walikota clan wakil walikotu Sima dcngan bcrpedoman pada 
Peraturan Perundang-undangan yang bcrlaku scbagaimnna tclah Para Teradu 
uraikan pada angka 3 dan 4 di atas khususnya terkait dcngan persyaratan syarat 
calon perseorangan. KPU Kola Sima dalam sotinp. tahapan vcrifikasi faktuaJ 
dukungan perseorangan tclah mt:mcnuhi standur aturan yang Lelah ditetapkan 
sebelumnya. Arti"nya bahwa sctiap tindakan, kcputusan yang diambil aclalah 
berdasarkan Keputusan KPU Kotn Brma yang tclah drsu sun scbclumnya. Proses 
penyusunan Keputusan dilak sanakun berdasark.m kcputusan beraama. Ha! mi 
dibuktikan dcngan tclah disahkannva kcpu tusan dcngan mcnandutangam Senta 
Acara Rapat P!eno dun Kcputusan yang duunbil � 



Pi.hak Terkait selanjutnya rncnguraikan bahwa scjak tanggal 22 Febr-uar-i 2013, 

sebagai anggota Pokja, yang bcrsangkuran mcru-nm» pcngadueu PPS tcntang adanya 

penempelan tanda tangan pada Model BI KPU.l<WK Pcrseorangan Menyikapi 

pengaduan tersebut KPU Kota Bima umgg.il 24 Fucbru ari 2013 mcngcluarkan surat 

yang ditujukan kepada Ketua PPK dan Ketua PPS se-Kotn Sima dengan nomor : 

l 70/KPU-Kota-017.433903/11/2013. Surat iru mengamanatkan Tidak Memenuhi 

Syarat (TMS) untuk diverifikasi Iuktualkan utas tanda Langan yang ditempel pada 

Model 81-KPU.KWK PERSEORANGAN. 
Satu hari kemudian yaitu tanggal 25 Fcbruari 2013 darnpak surat 1111 

menimbulkan tanda tanya besar bagi pendukung yang merasa dirugikan hak 

konstitusinya. Berdasarkan laporan PPS Tanjung yang dihadirkan dalam ruangan 

sidang DKPP pada tanggaJ 26 Juni 2013, adanya pendukung BARU yang keberatan 

dengan tidak diverifikasi faktualkannya mcreka pada hal mcreka memang benar 

mernberikan tanda tangan dukungan kcpada pasnugan BARU. Mereka mendatangi 

PPS di wilayahnya masing-masing untuk mcmintn drvcnfikusi-faktualknn. Kondrsi ini 

terjadi di seluruh PPS yang ada dalnm wrlavah Kola Sima. lnformasr iru menjadi 

bahan kajian dan analisis seluruh anggota Pokja bcrsama Komisioner. 

Bahwa sebagai anggota Pokja, dalam menyikapi adanya ta.ndatangan 

dukungan yang ditempel dirinya memiliki pandangan scbaga.i berikut: 

1. Dalam konteks administrasi umum bahwa mcmang bclum pcrnah dijumpai ada 

tanda tangan yang ditempel pada scbuah surat atau dokumen lain. Tetapi yang 

sering dijumpai adalah ada tanda tangan yang di-scan pada sebuah surat atau 

dokumen. Juga tanda tangan yang dibuat dalam bcntuk stcmpcl. Pertanyaan yang 

rnuncul adalah apa beda dan kcuganya Bukankah kcuganya mengandung 

pengertian yang sama yaitu ditcmpclkan pada scbuah surat atau dolrnmen. 

2. Pasal demi pasal yang ada dalam Pcraturan KPU l<ota Sima Nomor q Tahun 2013 

tidak menjelas secara implisit tent.mg bagaimona sckiranva ada tanda tangan yang 

ditempel pada Model B 1-KPU.KWK PERSEORANGAN. Oalam pasal 87 huruf a 

peraturan ini menjelaskan bahwa dukungan Sakal Pasangan Calon Perseorangan 

berisi identitas pendukung yang mcliputi nama pcndukung, nomor KTP/NIK atau 

identitas lain, umur/tcmpat dan tanggal lahir, alamat dan tanda tangan atau cap 

jempol pendukung. ,M.. 



3. Pertanyaan yang muncul kemudian d alam benak anggota Pokja adalah benarkah 
pemilik tanda tangan yang ditcmpcl tcrscbut adalah si A misalnya dan benarkah ia 
mendukung. Lalu, apakah tanda tangan ini rekayasa ataukah nyata milik 
seseorang. Maka untuk mebuktikan semu a itu harus ada langkah yang diambil. 

4. Dalam keadaan tidak ada penjelasan dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2013 di 
atas maka, keputusan yang diambil adalah keputusan yang tidak boleh merugikan 
atau mengabaikan hak-hak orang lain. Scbuah kcyakinan udalah keharusan karna 
tahapan harus teru s berjalan. 

Dari beberapa kajian tcrscbut di atas, Kornrxionor menggclarkan Rapat Plcno 
pada hari Karrus, 28 Februari 2013 yang rnelahirkun keputu san untuk mem-faktual­ 
kan varian tanda tangan yang ditcmpcl tcrscbut. Hasil Rapat Pleno ini disampaikan 
kepada Ketua PPK dan Ketua PPS dalam wilayah Kora Bima pada tanggal 1 Maret 
2013 melalui surat Ketua KPU Kota Bima 203/KPU-Kota-017.433093/11/2013. Surat 
yang dimaksud diparaf pada tiap struktur kcrja, yaitu diparaf olch Operator, 
Kasubbag Umum dan Sekretaris KPU l<ota Bima. 

Surat nomor 203 tcrsebut diatas mcrupakan pcmbcritahuan untuk mclakukan 
verifikasi faktual terhadap tanda tangan yang ditcmpel sckahgus mempcrjclas 
kembali batas ak.hir verifikasi faktual yauu mulai tanggal 22 Febru ari s/d 7 Maret 
2013. 

Perlu kami sampaikan bahwa bakal pasangan calon BARU pada verifikasi 
tahap I mempcroleh dukungan yang mcmcnutu syarut (MS) scbanyak 7.570 dan 

jumlah yang diajukan sebanyak 12.796 sedangkan yang tidak memenuhi syarut 
sebanyak. 5.226. Jumlah yang cliajukan tcrsebut lelah melebihi standar mirnmaJ 

syarat dukungan, yaitu scbanyak I 0.535. Discsbabkan olch bclum tcrpenuhinya 
dukungan yang memenuhi syarat 10.535, maka jumlah kekurangan sebanyak. 2 965, 
sesuai dengan pasal 88 huruf a bahwa "rekapn.ulasi kekurangan jumlah dukungan 
pakal pasangan calon telah memcnuhi paling scdikit 2 ka . .h jurnlah kekurangan 
dukungan". 

Olehnya dcmikran maka jumtah kckurangan �·ang hnrus d r penuhi olch 
pasangan BARU sebanyak 5.930 Namun pada ke-scmpatan perbaikan dukungan ini 
pasangan BARU menyerahkan dukung,;1nnya sebany ak 7.381 Jumlah yang memenuhi 

d\. 



syarat (MS): 5.545, jumlah yang TMS 1.836. »ebaguimana yang tertuang da\am Ben ta 
Acara Model BA2-KWK.KPU PERSEORANGAN 

Pasca dikeluarkannya surnt nomor 203 di eu as , kondrsr di lapangan sangat 
kondusif, tidak ada protcs, udak gcjolek dan scmua bcrjalan dcngan lancar Bahkan 

tidak ada satu pun rekomendasi yang disampaikan oleh Panwaslu Kata Btrna tentang 
apa yang sebaiknya dilakukan oleh KPU Kota Sima dcngan telah dikeluarkannya 2 

(dua) surat tentang venfikasi faktual dukungan pasangan calon walikota dan wakil 

walikota tersebut. yang terjadr hanyalah pr-rnanggilan seluruh korrusioner o\eh 

Panwaslu Kota Sima untuk mcngklurifikasr surat 170 dan 203 tcrsebut. Namun 

sekali lagi trdak ada rckomentasi dari Panwaslu Kota Sima untuk drjadikan pedoman 
bagi KPU Kata Sima dalam menentukan kcputu snn. 

Dari hasil monitoring karni anggota Pokja. karm tcmukan bcbcrapa ha) jumlah 
tanda tangan yang ditempel adalah · 

I. Kecamatan Asakota 

a. Kel. Kolo 39 org 
b. Ke!. Melayu l l 7 org 
c. Kel. Jatiwangi 178 org 
d. Ke!. Jatibaru : 281 org 

Jumlah : 614 org 

2. Kecamatan Racanae Sarat 

a. Ke!. Pane 

b. Ke!. Tanjung 
c. Kel. Dara 

d. Ke!. Paruga 
e. Ke!. Nae 

f. Kel. Sarae 

Jumlah 

3. Kecamatan Mpunda 

a. Ke!. Monggonao 
b. Ke!. Sadia 

c. Kel. Matakando 

60 urg 

69 org 

128 org 

4 7 org 

43 org 

84 org 

: 431 org 

54 org 

43 org 

29 org 



d. Kel. Santi 16 org 
e. Kel. Penatoi 18 org 

f. Kel. Lewirato 7 org 

g. Ke!. Sambinae 1 0 org 
h. Kel. Mande 5 org 
i. Ke!. Manggemaci 20 01·g 

J. Ke!. Pangg1 5 org 
Jumlah : 207 org 

4. Kecamatan Raba 
a. Ke!. Rabaclompu timur 29 org 
b. Ke!. Rabadompu Barat 2 org 
c. Kel.penaraga 80 org 
d. Kel. Rite 19 org 
e. Ke!. Rabangodu u tar-a 1 0 org 
f. Kel. Rabangodu selatan 63 org 
g. Kel. Kenda 10 org 
h. Kel. Rontu l .1 org 
i. Ke!. Nitu 2(, org 

J. Kel. Penanae JO org 
k. Kel. Ntobo O org 

Jumlah : 282 org 

5. Kecamatan Rasanae Timur 

a. Ke!. Lampe 30 org 
b. Kel. Koda 48 org 
c. Kel. Nungga 6 org 
d. Ke!. Oi F'o'o 21 org 
e. Ke!. Dodu 52 org 
f. Ke!. Kum be 70 org 

Jumlah . 227 nrg .l111nL1h 1 +21-3-+4+5 1 761 org 

Berkenaan "dengan adanya Format duf'tur nama pendukung verifikasi faktuaJ 

yang dibuat oleh Pihak Teradu scbagai pcndukung model B 1-KWK.KPU. 

PERSEORANGAN. disampaikan bubwa format daftar nama pcndukung tersebut 
:?,! 



memang harus tctap dibuat yang bcq;una scb ageu aUsen/c\aftar h adrr- pendukung 

pada saat verifikasi faktual. Karena vcr ifikasr faktual terscbut c\ilakukan secara 

kolektif dan dihadirkan pada suatu tern pat yang drscpakau antara verilikator dan tim 

pasangan cal an. 

(2.5.2] MIFTAHUDIN, S.H. 

MIFTAHUDIN, S.H. adalah staf subbagian Hukum KPU Kata Sima beralamat di 

Jalan Gajah Mada Kelurahan Pcnatoi Kccamatan Mpunda Kata Sima. 

Pihak Terkait Miftahudm menyampaiken kctcrangan sebageu berikut: 

a. Pada dasarnya scmua regulasi khu su snva dnlam bentuk Keputusun KPU Kota 

Sima dikeluarkan oleh KPU Kota Sima drbu.u clan drausun berdasarkan pada 

mekanisme yang bcnar scsuai dcngan pcruturan pcrundang-undangan yang 

berlaku. 

b. Alur penyusunan tersebut sccara umum yakni, sebagai berikut: Pertama, dalam 

bentuk draft yang disu sun oleh Anggota l<PU bcrdasarkan Divisi terkait sesuai 

dengan keputusan yang akan dikcluarkan. Kedua, draft terscbut diserahkan 

kepada sckretariat KPU l(ota Bima dalam ha\ ini Subbagian hukum untuk 

mcnuangkan dan/atau mcnyalinnya dcngan mengctik kcmbali yang disesuaikan 

dengan ketentuan peraturan pcrunciang undangan dengan tidak merubah 

substansi isi dari kcputusan tcrscbut. Keliga, draft yang tclah dikctik dan dan 

disusun oleh opcrator/sta.r sub bagian hukum dikcluarkan untuk selanjutnya 

dibahas ditingkat Kormsroncr dalarn bcntuk Rapsu Pk-no. scbelum draft lersebut 

dibagikan kepada Anggota 1\PU !\nt.i \11m,1 k.uni mcnvi.rpknn urulcnrqan Rapa! 

Pleno berkoordmast Subb�1g1;111 l,mum u-rkan m,l:-.<llah pcnomoran surat. 

Keempat, setelah dibahas clit1ngk<11 Komu-ronc-r. mnka clilakukan finalisasi draft 

menjadi sebuah kcpu tu san final. KPli11w, »ctclah Finalisasi draft rnaka dilaku kan 

koreksi dan diperiksa yang herhubungan dengan tata penulisan naskah 

keputusan olch Kasubbag Hukum yaitu SIT! ROHANA, S.H. Keenam, sctclah 

ditandatangani Ketua KPU Kota Sima dcngan mekanismc pembuatan Verbal 

yaitu tabel Iungsi control kcluarnya kcputusan KPU Kato. Sima dalam bcntuk 

pembubuhan paraf scbclum ditandatangani olch Kctua KPU Kata Sima, antara 

lain: paraf pertama dilakukan olch staf scluku operator (sebelah kanan bawah), 

paraf kedua dilakukan olch Kasubbag sclaku penanggungjawab naskah dalam 
� 



ha1 penulisan Keputusan (sehelah kiri bawah), paraf keuga dilakukan oleh 
Sekretaris KPU Kota Sima sclaku atasan Jangsung Kasubbag (sebelah kiri alas), 
dan terakhir apabila diperlukan dibubutu paraf Keempat yang dilakukan oleh 
Anggota Komisioner dan/atau Drvisi terkait (sebclah kanan alas); 

c. Pada daearnya Keputusan KPU Kota Bima Nomor 32/Kpts/l(PU-Kota- 
017.433903/2013 ten tang Jartwa\ dun Lckasi Kam pan ye dalam Pemilihan 
Umum Walikota dan Wakil Wa\ikota Sima tahun 2013 tclah mclalui mekanisme 

yang benar, akan tetapi tidak dapat dipungkiri tclah terjadr kesaJahan penulisan 
alokasi waktu yang tidak disengaja dan tanpa unsur kesengajaan dalam proses 
pengetikan pada Lampu-an Kcputusan mi, dunana daJam proses pengerjaannya 
dikerjakan oleh staf Subhagian Teknis Penyclenggara Pemilu dan Hupmas atas 
nama Ahmad Rafiuddin, A.Md sebagai Operator (Surat Pcrnyataan), sehubungan 
dengan adanya desakan untuk scgcra dtkcfu ark annya Kcputusan ini, maka 
tanpa PihakTerkait Ill tanpa rnemeriksa terlcbih dahutu langsung mengeluarkan 
Keputusan terscbu t dimana mcnjadi satu kcsatuan dcngan Lampiran yang 
dikerjakan oleh Staf Subbagian Tcknis dcngan dibubutu paraf sesuai mekanisme 
untuk selanjutnya ditandatnngaru olch Kctua KPU Kotu Sima: 

d. Pasca dikeluarkarmya kcputu- •. m tcrscbu t <l.111 scu-lnh drkirim o\ch Subbagian 
Umum kepada pihak tcrkait, pad.r han uu j ugu Pihak Tcrkait Ill membuatjadwal 
dalam bentuk matriks table berdasarkan pcnntah Kctua l{PU Kola Bima yang 
meminta untuk dibuatkan .Jadwal Kampanvc dalam bentuk I (satu) Kertas 

(terlamipir) bersumber darai Lampiran KKPU Kota Bima Nomor 32/Kpts/KPU­ 
Kota-O 17.433903/2013, maka kami mcnyusunnya dcngan scgcra., dan sctelah 

jadwal tersebut yakni dalam bcntuk matnks sclcsai, alangkah terkejutnya Pihak 
Terkait Ill setelah menghitung jumlah jutuh kampanyc ada yang bermasalah, 
langsung serta merta kami mclaporkannya kcpada Komisioner terkait telah 
terjadinya kesalahan tcrscbut: 

e. Setelah hal tersebut dilaporkun, dan langsung duunggapr oleh Anggota KPU Kata 

Sima dengan memerintahkan kcpada Pth ak Tcrkan Ill untuk segera membuat 

undangan rapat pleno dcngnn agenda pcrubnhun h'.KPU Kota Sima Nomor : 

32/Kpts/KPU-Kota-0I7.433903/201.1 tcntanu .Judwat clan Lokasr Kampanye 
dalam Pemilihan Umum Wahkot.r clan \Vakil Wulikota Sima Tahun 2013, 



c 

f. Bahwa terjadinya kekehru nn tckrns yang tidak drsen gaja seketika langsung 
diperbaikr. Bukunya, Kcputusan KPU Nomor 32/Kpts/KPU-Kota- 
017.433903/2013 dnetapkan pada tanggal 20 Apnl 2013. Pada tanggal yang 
sama, yaitu 20 April 2013 Kctua l<PU Kola Brma mcngundang anggota untuk 

melakukan Rapat Pleno dengan undangan Nomor: 340.A/UND/IV /2013 
sehingga menghasilkan Kcputusan KPU 

017.433903/2013 tertanggal 21 April 2013. 
Norn or 33 / Kpts/ KPU-Kota- 

[2.5.3] NOOR HIDAYAT (Ketua PPS Kclurahan Tanjung) 

Noorhidayat, SE adalah Kerun PPS Kcluruhan Tnnj ung-Kota Brma bcralamat 

di Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanac Bauu Kotn B1mc1. Yang bcrsangkutan 
rnenyampaikan keterangan tcrkait tcnlang pcnand81anganan dukungan yang 
ditempel pada Model 81-KWK.KPU PERSEOR,\NGAN Pasangan !r.Hj. RL Socs: 

Wiedhrartini dengan Muhamad Rum, SH yang akronimkan sebagai BARU. 

Bahwa apa yang dilaksanakan o!eh KPU Kota Sima dalam setiap tahapan 
verifikasi faktual dukungan perscorangan tc!ah memcn uh r standar aturan yang telah 

ditetapkan sebelum. Artinya bahwa scuap undakan, keputusan yang diambrl adalah 

berdasarkan Kepu tu san l(PU Kota Btrn a yung tclah drsu sun sebelumnya. Proses 

penyusunan Keputusan ditaksanakan berdasarkan kcpu tu san ber sama. Hal iru 

dibukukan dengan telah disahkannya kcpu tusnn dcugan rncnandatangani Senta 

Acara Rapat Plcno dan Kcputusan _v�mg chambil l<PU Kota Bima (Teradu) Juga 
konsisten dan berkepastian hukum dalam menctapkan pcrsyaratan dukungan untuk 

bakal pasangan calon perseorangan Kelunrnya kcduu surat terscbut trdak 

mengganggu tahapan Pemilukada .Jaclwal vcrtfiknsr tambah.m dukungan bakal calon 

perseorangan berlangsung tanggal 22 Fcbruari 2013 sampai dengan 7 Maret 2013; 

Bahwa benar apa yang tclah ditanggapi olch Prh ak Tcradu. Pihak terkait 

menjelaskan bahwa srkap kons1sitcns1 yang diperankan oleh KPU Kata Sima 

merupakan gambaran yang utuh dari s.kap independisr {rnandin), jujur, adrl dan 

kepastian hukum, kcpentingan umum, kctcrbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, 
akuntabihtas, efisiensi dan cfckuf. Hal m r dibuktikcm dcngan udak adanya tahapan 
Pemilu Walikota dan Wakil Walikotn Birna 20 13 .\ ang tcrkcnclala aktbat kesalahan 

KPU Kota Sima mengambil kcputu sun Scp;111_1c1ng Tehapan Pendaftaran dan 

Penelitian Pasangan Ca!on Wa!tkota dan Wak!I Walikota Btma Tahun 2013 tidak ada 
� 



satupun tanggapan masyarakat yang mchhat rlan merusakan adanya kejanggalan 
dari pelaksanaa tahapan ini. 

Bahwa keluarnya surur Nomor: 170/KPU·Kuta O I 7.433903/11/2013, 

membuktikan bahwa Para Pihuk Tcradu ndalah or.mg-orang yang mandiri dan 

profesional dalam memutuskan hal-hal yang hurus, scglTJ. ddaksanakan secara tertib 

administratif penyelenggarnan. Karena bcrdas.u-kun Iakta administratif yang 
dilaporkan oleh PPS yang melakukan vcrtfikasr adrrnnrstrasi dan faktual mular tanggal 
22 F'ebruari 2013 menemukan dan melaporkan kepada !<PU Kota Bima ten tang 
adanya tandatangan yang ditcmpcl pada formulir Model 81.KWK.KPU. 
PERSEORANGAN {dokumen dukungan tambahan calon BARU). Berdasarkan laporan 
dari PPS tersebut, KPU Kola Brmu {Tcradu) mclakukan kajran dan berkeyakinan 
bahwa dokumen tersebut dapat dtvcrikasr faktua\ apabila vcnfikator mcncmukan 
daftar nama dukungan yang mcrnbcrikan dukungan dnlam bentuk tempelan dan 
dalam bentuk satu kesatuan yang utuh d,.llam sutu lajur dan km kc kanan 

sebagaimana ketentuan Pasal Bf> 87 PI\PU Not) tahun 2012, d.in apabila verifikator 
menemukan sebaJiknya maka daftar ..,�,1r;H dukungan tcrscbut udak drlanjutkan 

pada veriflkasr faktual (drcorct pada vc-rrfikas r .rdrrunb.u-asi]. Schmgga berdasarkan 

rapat pleno tanggal 24 Februari 201:1. kcluar Sur.II 1-:PU 1\0ta Brrna Nomor: 170/KPU­ 
Kota·O 17.433903/ II /20 13. 

KPU Kota Bima tanggaJ 24 Fcbruan 20 l :1 mcngcluarkan surat yang duujukan 

kepada Ketua PPK dan Ketua PPS sc-Kota Bima dcngan nomor: 170/KPU-Kota-017. 

433903/11/2013. Surat ini mengamanatkan Ttdak Memenuhr Syarat (TMS) untuk 

diverifi.kasi faktualkan atas tanda tangan yang ditcmpel pada Model 81-KPU.KWK 

PERSEORANGAN. 

Satu hari kemudian yauu tanggal 25 Fcbrunri 2013 dampak surat ini 

rnenirnbulkan tanda Tanya besar bag1 pcndukung yang merasa dirugikan hak 

konstitusinya. Bcrdasarkan lapor,111 PPS T.ir,1ung yang rhhndu-kun dalam ruangan 

sidang DKPP pada tanggal 26 .Ju111 2013, adanyu pcndukung BARU yang keberatan 

dengan tidak diverifikasi faktualkannya mr-rcko pada ha\ rnereka mcmang benar 

memberikan tanda tangan dukungan kcpada pm •• mgan BARlJ. Mcrcka mcndatangi 
PPS diwilayahnya masing-rnasmg untuk mcrrurna divcnfikasr Iaktualkan. Kondisi ini 
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terjadi diseluruh PPS yang ada dalam wilayah Kota Bima. Informasi ini menjadi bahan 

kajian dan analisis seluruh anggota Pokja bersama Komisioner. 

Karena itu sangat benar pemyataan KPU Kata Sima dalam Jawaban 

tertulisnya tertanggal 25 Juni 2013 Namer 505/KPU-Kota-017.433093/Vl/2013 lalu 

pada angka 11 huruf d (isinya ada!ah "Bahwa pasca dikeluarkannya Surat KPU Kata 

Bima Namer 170, Teradu masih menerima laporan dari PPS dan PPK serta verifikator 

tingkat KPU Kata Bima ten tang: 1) adanya berbagai varian tandatangan tempel 

pada Formulir dukungan dalam Model 81.KWK.KPU.PERSEORANGAN yang sulit 

d.igeneralisir dengan hanya ketentuan dalam surat KPU Kata Bima 170, 2) adanya 

permintaan dari para pendukung BARU kepada PPS agar mereka diverifikasi secara 

faktual. 

Untuk meminimalisasi terjadinya pemalsuan maka KPU Kata Bima 

mengeluarkan format daftar nama pendukung verifikasi faktual yang d.ibuat oleh 

Pihak teradu sebagai pendukung model 81-KWK.KPU. PERSEORANGAN. Format 

daftar nama pendukung tersebut berguna sebagai absen/daftar hadir pendukung 

pada saat verifikasi faktual. Karena verifi.kasi faktual tersebut dilakukan secara 

kolektif dan dihad.irkan pada suatu tempat yang disepakati antara verifikator dan tim 

pasangan calon. 

[2.6] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang 

terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang 

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 

3. PERTIMBANGAN PUTUSAN 

[3.1} Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Para Pengadu adalah terkait 

dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh para 

Teradu; 

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, OKPP 

terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang merniliki 

kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: 
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Kewenangan DKPP 

[3.3] Meni.mbang ketentu an-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP 
untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu yang berbuuyi : 

• Ketentuan PasaJ 109 ayat (2) UU 15 Tahun 2011 

"DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/ atau 
laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota 
KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/ Kota, anggota PPK, 
anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, 
anggota Bawaslu Prouinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/ Kata, anggota 
Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota 
Pengawas Pemilu Luar Negeri". 

• Ketentuan Pasal 111 ayat (4 J UU 15 Tahun 2011 

DKPP mempunyai wewenang w1luk : 

a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran 
kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; 

b. Memilnggil Pelapor, saksi, dan/ alau pihak-pihak lain yang terkait untuk 
dimintai keterangan, tennasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan 

c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar 
kode etik. 

• Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 Tentang 
Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: 

"Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP". 

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran 
Kode Etik Penyelenggara Pemi!u yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang 
untuk memutus pengaduan a quo; 

Kedudukan Hukum Pengadu 

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/201 l juncto Pasal 3 

ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik 
Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/ atau 
laporan dan/atau rekomendasi DPR: 4 
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• Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU 15 Tahun 2011 

"Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara 
Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, pesert.a Pemilu, tim 
kampanye, masyarakat, dan/ a tau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu 
kepada DKPP". 

• Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 

Pengaduan dan/ atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 
oleh: 

a. Penyelenggara Pemilu; 
b. Peserta Pemilu; 
c. Tim kampanye; 
d. Masyarakat; dan/ atau 
e. Pemilih. 

[3.6] Menimbang bahwa Para Pengadu adalah penyelenggara Pemilu di Kata Sima, 
yaitu sebagai Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Sima. Dengan demikian Pengadu 
memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; 

(3.7] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, 
Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan 
a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan; 

(3.8] Menimbang bahwa Pengadu dalam pengaduannya rnenduga bahwa Teradu 

telah melakukan pelanggaran kode etik sebegai Penyelenggara Pemilu, dengan alasan­ 

alasan sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara; 

(3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pengaduannya, Pengadu 
mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan 
bukti P-8 yang disahkan dalam persidangan tanggal 27 Juni 2013 dan 9 Juli 2013, 
tanpa menghadirkan saksi yang selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk 
Perkara; 

(3.10] Menimbang bahwa Teradu telah mernberikan jawaban secara lisan dan tertulis 

bertanggal 27 Juni 2013 dan 9 Juli 2013 yang diserahkan dalam persidangan 
tanggal 27 Juni 2013 dan 9 Juli 2013 yang selengkapnya termuat dalam 
Duduk Perkara; 

bagian 
d)_ 
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(3.11] Menimbang bahwa untuk nwrnhuk11h..1111.1,,,1b.-mn:-,1. Tcrndu tclah rncngajukan 

bukti surat atau tulisan yang dibe-n tand.i buku T I sampar dcngan T-22 yang 

disahkan dalam persidangan tanggal 27 .Jum 2013 clan 9 ,Juli 2013, dengan 

menghadirkan pihak terkait namun tanpa menghadirkan saksi yang selengkapnya 
terrnuat dalam bagian Duduk Perkara; 

[3.12] Menimbang bahwa scte\ah mcmpelajan pcngaduan dan kelerangan Pengadu, 

jawaban Teradu, bukti-bukti, kctcrangan pihak tcrkait, serta kcsimpulan, DKPP 

berkeyakinan sebagai berikut: 

[3.12.1) Bahwa Pengadu mcndalilkan Para Tcradu udak konsistcn clan Lidak 

berkepastian hukum dalam mcnctapkan pcrsyaraum dukungan untuk bakal 

pasangan calon perseorangan khususnya tcrkml dcngan dukungan dalam bentuk 

tandatangan yang ditempel dan mcngenai sikup Pam Tcradu terhadap aturan 

mengenai alat pcraga kampanyc. Pcngadu mcnvatakan bahwa keputusan yang 

berubah-ubah tcrsebut mcrupakan bcntuk mkonsrstcusr yang tclah merurnbulkan 

kebingungan bagi stakeholders dan publik sccaru umum. Untuk memperkuat dalil 

pengaduannya, Pengadu mengajukan alat bukti yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, dan 

PA, tanpa menghadirkan saksi. 

Terhadap pengaduan tcrscbut. Tcradu mcrnbcrikan jawaban dan penjelasan 

bahwa berubahnya sikap Para Tcr.idu tcrkau dukuugan dalam bcntuk tandatangan 

yang ditempel dilakukan atas dasar adanya permohcnan jlaporan dan informasi dari 

PPK dan PPS tentang banyaknya jumlah nama dalam daftar dukungan yang 

tandatangannya ditempel dan/atau difotokopr. Schun nu . tidak ada ketcntuan yang 

secara spesifik mengatur, termasuk dalam Pera tu nm KPU Nomor 9 Tahun 2012, 

mengenai perlakuan terhadap dukungan dolam bentuk tandatangan yang ditempel. 

Pertimbangan lainnya adalah demi kcadllan dan kcpcntingan umum yaitu melindungi 

hak konstitusionaJ para pendukung {hak masyarakat scbagai pemilih). Para Teradu 

juga memandang perlu berlaku adil tcrhadap para pendukung yang tandatangannya 

ditempel dan berkeyakinan bahwa satu satunya cara untuk mcmbuktikan benar atau 

tidaknya tanda tangan yang ditempel tersebu t adalah benar si pemilik nama dalam 

dokumen dukungan yaitu dcngan cara divcrifikasi sccara faktual untuk membuktikan 

kebenaran tanda tangan dan kcbcnaran dukungan mercka. Untuk memperkuat 
� 
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jawaban dan penjelasannya, Para Terndu mengejukan alat bukti yang diberi tanda T· 

9, T-10, T-11, T-12, dan T-13; 

Bahwa dalam persidanga,, JUg,1 tcrungkap adanya formullr diluar ketentuan 

yang diatur dalam peraturan KPU. Hal man, , formulir tcrscbut dieiapkan dan dibawa 

oleh KPU Kota Sima pada saat melaksanaan vcnfikast Iaktu al terhadap dukungan 
dalam bentuk tandatangan yang diu-mpel. Formulrr tcrsr-but menu rut Tcrndu adalah 

daftar hadir yang harus dhsr old, pard [x-udukung pasangan calon untuk 

memperkuat danmembuktikun koabs.ihan clukung,m u-rscbut: 

Terhadap dahl pcngaduan Pcngadu dan Jdwdban Terudu sorta fakta tcmua.n 

yang muncul di dalam persidangan, DKPP mcnganggap bahwa perubahan sikap 

sebagaimana dituangkan dalam Senta Acara dan su rut pembentahuan kepada PPS 
dan PPK dibenarkan sepanjang alasan pcrubcthannya didasarkan pada sebuah 

kebutuhan hukum untuk melinduugr hak rnasyar.ikat dnlam mcmberikan dukungan 

pencalonan. Akan tctapi, pcrubahan stkap y,mg bcruluug kulr tcrjadi mcnunjukkan 

kelemahan KPU Kota Birna dalam mcngarnbil kcputusan yang tepat pada kali 

pertama. Selain itu, seharusnya kekelu-uan tcrk.ut pcrav.u-aran dan pe-nandatanganun 

untuk formulir dukungan pcncalonan udak pcrlu tcrjadr scnnclamya dtlakukan 

sosialisasi yang cukup untuk mcmbcrtk.in pr-mnhnman mengcnai tata cara 

pemenuhan persyaratan dukungan b.1g1 calon pe-rsr-ornngun. 

Selanjutnya, terkan dcngan arl.mya formullr yi.lng dtsiapkan o\ch KPU Kota 

Sima di luar ketentuan yang ditetupk.m olch KPU. Mcsktpun Teradu memiliki maksud 

menyediakan formulir tcrscbut scbatas deftar hadu-, DKPP mcnganggap bahwa 

perbuatan yang di\akukan oleh Pora Tcradu adaluh scsuatu yang udak perlu karena 

kebutuhan dan jerus formulir tclah drutur dalam Pcraturan KPU bark jenis , bentuk, 

dan peruntukannya. Dengan demikran , Para Tcradu tcrbukti melanggar Pasal I 1 

huruf a dan huruf c Kode Elik Pcnyclcnggara Pcmilu. 

[3.12.2J Bahwa Pcngadu mcnd.rhlk.m Pdr.1 Tcr.1d11 11cl.d, ,1rl1\ d.ilam mcug.uur jurnlah 

kesempatan untuk rnelakukan knmp.urvc ,1111;11,1 p;1!.,111g,1n nnmor urut ·I vauu 

Subhan, SH·Muhammad Riza (Sun) cl.111 pa!-.,lllg,111 Ncmor Un11 7 yanu Ferra Amcha, 

SE., MM·Drs. HjvlNarsrr , MM (F<.0r!.1) Pn ..... mgdn Sun cllbcnkan jadwal kampanye 

pertemuan terbatas dan dialog scbunyak t1gL1 k.rh scdangkan pas.mgan Fersi hanya 

diberikan jadwal satu kah dalam Pcrrulukudu WahkotJ dnn Wukrl \Valikota Bima 
� 
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Tahun 2013. Untuk membuktikan dalil pengaduannya, Pengadu mengajukan alat 
bukti yang diberi tanda P-5 dan P-6 serta tanpa menghadirkan saksi 

Terhadap dalil Pengadu, Para Teradu memberikan jawaban dan penjelasan 
bahwa hal tersebut terjadi karena kesalahan pengetikan oleh staf sekretariat pada 
saat penyusunan jadwal. Atas kesalahan tersebut, Para Teradu juga langsung 
melakukan perbaikan sehingga baik pasangan SURI maupun FERSI masing-masing 
mendapat dua kali kesempatan kampanye. Untuk membuktikan jawaban dan 

penjelasannya Para Teradu mengajukan alat bukti yang diberi tanda T-17 dan 
menghadirkan pihak terkait dari staf sekretariat KPU Kota Bima. 

Terhadap dalil pengaduan Pengadu dan jawaban Para Teradu, DKPP 

menganggap bahwa kesalahan pengetikan yang dilakukan oleh staf sekretariat KPU 
Kota Bima pertanggungjawabannya tetap di pundak para Teradu. Mengingat bahwa 

hal tersebut sesuai dengan tugas da..n tanggungjawab Para Teradu sebagai Ketua dan 

Anggota.. KPU Kota Bima. Terkait dcngan clugaa..n Para Tcradu bertindak tidak adil 
dalam menyusun jadwal kampanye, DKPP meyakini bahwa hal tersebut ada 
hubungannya dengan kesalahan penyusunan jadwal pada proses pengetika..n SK 
Nomor 32/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 Tenta..ng Jadwa..l dan Lokasi Kampanye 
Oalam Pemilihan Umum Walikota da.n Wa..kil Walikoto. Bima Tahun 2013. Sehingga 
denga.n terbitnya SK Nomor 33/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 Tentang 
Perubahan Terhadap Jadwa..J dan Lokasi Kampanye Dalam Pemilihan Umum Walikota 

dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 membuat Dl<PP menerima alasan Para Teradu 

bahwa ha.I tersebut memang benar hanya karena kesalahan pengetikan (clerical erron, 
karena pada pelaksanaannya-pun yang dilaksanakan adalah surat keputusan yang 
terakhir. Dengan demikian, pengaduan Pengadu tidak terbukti dan denga.n demikian 

harus dikesampingkan. 

[3.12.3] Bahwa Pengadu mendalilkan Para Teradu tidak menghormati sesama 

lembaga penyelenggara Pemilu karena tidak mengundang/mernberitahukan Pengadu 

mengenai jadwal da..n ternpat dilaksanakannya Rapat Pleno Penetapa..n Peserta Pemilu 

Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013. 

Terhadap dalil Pengadu, Para Teradu rnemberikan jawaba..n dan alasan bahwa 

tidak ada ketentua..n yang mengharuskan KPU Kota Bima dalam rnelakukan Rapat 

� 
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Pleno Penetapan Peserta Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Sima Tahun 2013 

mengundang Panwaslu Kota Sima. 

Terhadap datil Pengadu dan j.iwaban Pura Tcradu , masmg-masmg prh ak udak 

mengajukan a.lat bukti; 

DKPP menganggap bahwa .ilasan y�mg disamp.ukan oleh Para Teradu 

beraJasan menurut hukum. Akan tctapi, scbaiknya diant ar-a sesame pcnyelcnggara 
Pemilu berlangsung sebuah bcntuk komurukast vnng mtensrf clan efektif baik yang 

bersifat formal maupun informal. Dungan dcrrukian . pcngadua.n Pengadu tidak 

beralasan menurut hukum. 

(3.12.4] Bahwa Pengadu mcndalilkan Pam Tcraclu tidak indepcnden terka.it 

kunjungan pasangan nomor urut 1 TCiH. Zainul Mujdr-Muhammad Amin, S.H. pada 

masa kampanye Pemilihan Umum Gubcrnur clan \Vakil nubcrnur NTB di Kola Birna 

ke rumah Teradu I. Alas pcngaduan ini Pcngaclu udak mcngajukan alal bukti 

ataupun saksi; 

Terhaclap clal!l Pcngadu. Tc-rndu I member ilc.m jawab.in dan pcnjclasun bahwa 

pada saat kunjungan olch TGH. Zamul Mujdr-Muhammad Amin, S.11. dilakukan, 

Teradu I sedang tidak di tcmpat dan scdang mclakukon tugas: 

Terhadap dalil pengaduan Pcngadu, karcna DKPP mclrhat bahwa dahl Pengadu 

tidak menguraikan dengan jelas kapan kunjungan TGH. Zainul Majdi-Muharnmad 

Amin, S.H. selaku Calon Gubcrnur clan Calon Wakil Gubcrnur Nusa Tcnggara Ba.rat 

dilaksanakan ke rumah Teradu I, maka untuk selanjutnya DKPP tidak akan 

mempertimbangkan pengacluan Pcngndu . Dcngon dcmikian, pcngaduan Pengadu 

tidak beralasan mcnurut hukum. 

(3.15) Menimbang terkait daJil Pcngadu sclcbihnya yang tidak <iitanggapt dalam 

putusan ini, menurut OKPP, dalil Pengadu tcrscbut tidak meyakmkan DKPP bahwa 

perbuatan tcrsebut merupakan bcntuk pclungg.u-au Kodc Etik Pcnyclcnggara Pcmilu 

yang menjadi kewenangan DKPP Dc-ngan d('1rnk1,111. (bill Pcngadu tiduk bcralasnn 

menurut hukum. 

- -- -- -------------------� 



IV. KESIMPULAN 

Berdasarkan penilaian atas fakta-fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di 

atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan 
Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan 

Teradu, serta keterangan pihak terkait, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 
menyimpulkan bahwa: 

[4.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan 
Pengadu; 

[4.2) Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan 
pengaduan a quo; 
[4.3) Bahwa pokok pengaduan sebagian beralasan menurut hukum; 

[4.4] Bahwa dengan demikian Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus 

memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahan Teradu; 

MEMUTUSKAN 

l. Menerima pengaduan Pengadu untuk sebagian; 

2. Menjatuhkan sanksi berupa "PERINGATAN" kepada Teradu I Ora. Nurfarhati, 

M.Si, Teradu II Ors. Gufran M.Si., Teradu III Fatmatul Fitriah, S.H., Teradu IV 

Sri Nuryati, S.E., dan Teradu V Firman. S.E., M.AP.; 

3. Memerintahkan kepada Sadan Pengawas Pcmilu Rcpublik Indonesia untuk 

mengawasi pelaksanaan Putusan ini. 

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh enam anggota Dewan 

Kehonnatan Penyelenggara Pemilihan Umum [yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. 

selaku Ketua merangkap Anggota; Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saul 

Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ida Budhiati, S.H., 
M.H., dan Ir. Nelson Simanjuntak masing-masing sebagai Anggota] pada hari Kamis 

tanggal Sebelas bulan Juli tahun Dua Ribu Tiga Belas, dan dibacakan dalam sidang 
kode etik terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Tujuh Belas bulan Juli 

tahun Dua Ribu Tiga Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku I<etua 
� 

merangkap Anggota; Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si; Pdt. Saut Hamonangan Sirait, 
� 
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M.Th.; dan Dr. Valina Singka Subekti, M.Si; masing-masing sebagai Anggota, tanpa 
clihacliri oleh Pengadu dan/atau Kuasanya, dan dihadiri Teradu dan/atau Kuasanya. 

KETUA 

ltd 

Prof. DR. Jimly Asshiddiqie, S.H . 

• 

ANGGOTA 

Ttd 

Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. 

Ttd 

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M. Th. 

Ttd 

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. 

Ttd 

Ida Budhiati, S.H., M.H. 

Ttd 

Ir. Nelson Simanjuntak 

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan 
yang sama bunyinya. 
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